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BABIV 
HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

UNIVERSITAS TERBUKA 

1. Gambaran Umum Kelurahan Kumai Hilir Kec. Kumai 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

Kabupaten Kotawaringin Barat berada di Provinsi Kalimantan 

Tengah yang terletak di daerah khatulistiwa yaitu pada 01°19'35" sampai 

dengan 03°36'59" Lintang Selatan dan 110°25'26" sampai dengan 

112°50'36" Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah secara 

administratif, yaitu sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Lamandau dan Kab. Sukamara. 

Secara administratif, luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 

10.759 Km2 yang terdiri dari 6 kecamatan, 94 desa dan 13 kelurahan. 

Kecamatan-Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Arut Selatan (13 desa 

dan 7 kelurahan), Kecamatan Kumai (15 desa dan 3 kelurahan), 

Kecamatan Kotawaringin Lama (15 desa dan 2 kelurahan), Kecamatan 

Arut Utara (10 desa dan 1 kelurahan), Kecamatan Pangkalan Lada 

(11 desa) dan Kecamatan Pangkalan Banteng (17 desa). 
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Topografi wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat digolongkan 

menjadi 4 bagian terdiri dari: dataran, daerah dataran berombak, 

daerah berombak berbukit, dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari: 

a. Sebelah utara adalah perbukitan dan jenis tanah adalah latosol yang 

tahan terhadap erosi 

b. Bagian tengah terdiri dari tanah podsolik merah kuning juga tahan 

terhadap erosi 

c. Sebelah selatan terdiri dari danau dan rawa alluvial/organosol yang 

banyak mengandung air. 

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada ketinggian 

0-500 m dari permukaan laut dan kemiringan antara 0-40 %. Ketinggian 

tern pat berpengaruh terhadap suhu udara, yaitu setiap naik 100 meter suhu 

akan turon rata-rata 0,06° C. Hal tersebut akan menyebabkan semakin 

tinggi suatu tempat, maka suhu semakin rendah. Dengan demikian 

ketinggian merupakan faktor yang perlu diperhatikan karena berpengaruh 

terhadap tumbuh-tumbuhan. Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada 

daerah beriklim panas dan lembab. Hal ini disebabkan karena secara 

geografis, masih terletak di sekitar khatulistiwa dan bercurah hujan tinggi. 

Data Stasiun Meteorologi dan Geofisika Pangkalan Bun di Tahun 

2012 menunjukkan terjadi musim hujan sepanjang tahun dengan curah 

hujan 2.066 mm atau 200 hari hujan (HH). Dengan penyinaran matahari 

rata-rata 61 %. Rata-rata suhu udara sepanjang tahun 2012 ada1ah 27,6° C 

yang berkisar antara 23,2° C sampai dengan 32,3° C. Sedangkan curah hujan 

sepanjang tahun 2012 berkisar antara 4 mm sampai 362,6 mm. 
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Dengan kelembaban udara tercatat relatif tinggi berkisar antara 85 % sampai 

dengan 92,4 % dengan rata-rata 90 %. 

Potensi hidrologi Kabupaten Kotawaringin Barat cukup besar, 

seperti Sungai Lamandau, Sungai Arut, Sungai Kumai, dan beberapa 

sungai kecil lainnya. Terdapat 4 daerah aliran sungai, yaitu DAS 

Kotawaringin lokasi lintas provinsi (Kalimantan Barat dan Kalimantan 

Tengah) yang merupakan DAS yang paling luas. Berikutnya adalah DAS 

Kumai lokasi Kabupaten Kotawaringin Barat, DAS Buluh Kecil lokasi 

lintas kabupaten dan DAS Cabang lokasi lintas kabupaten. 

Kecamatan Kumai merupakan kecamatan terluas dengan luas 

wilayah 2.921 Km2 (27,15 % total luas kabupaten), dan Kecamatan 

Pangkalan Lada merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas wilayah 

229 Km2 (2, 13 % total luas kabupaten). Data wilayah administrasi 

Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan pada Tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat 

lbukota Banyaknya Luas Persentase Luas 
No. Kecamatan Terhadap Luas Kecamatan Desa/Kelurahan (Ha) 

Kabupaten 

1. Arut Selatan 
Pangkalan 

13 Desal7 Kel. 24.000 22,31 
Bun 

2. Kumai Kumai 15 Desa/3 Kel. 29.210 27,15 

3. 
Kotawaringin 

Kotawaringin 15 Desal2 Kel. 12.180 11,32 
Lama 

4. Arut Utara Pangkut 10Desal1 Kel. 26.850 24,96 

5. Pangka1an Lada 
Pandu 

11 Desai- 2.290 2,13 
Sanjaya 

6. 
Pangka1an 

Karang Mulya 17 Desai- 13.060 12,14 
Banteng 

Kotawaringin Barat 81 Desa/13 Kel. 107.590 100 

Sumber: Kotawaringin Barat dalam Angka, 2013 
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Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh adanya kelahiran, kematian 

dan migrasi. Kelahiran dan migrasi masuk merupakan faktor penambah 

pada pertumbuhan penduduk, sedangkan kematian dan migrasi keluar 

merupakan faktor pengurang. Pada pertengahan tahun 2012 penduduk 

Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 245.143 jiwa. Rata-rata 

kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat akhir tahun 2012 

sebesar 22,78 jiwa per Km2
, Kecamatan yang terpadat penduduknya 

adalah Pangkalan Lada yaitu 126,14 jiwa per Km2 dan disusul Kecamatan 

Arut Selatan 42,47 jiwa per Km2
, Kecamatan Pangkalan Banteng 25,11 

jiwa per Km2, Kecamatan Kumai 16,46 jiwa per Km2
, Kecamatan 

Kotawaringin Lama 14,15 jiwa per Km2 dan terakhir Kecamatan Arut 

Utara 6,04 jiwa per Km2
• Lebih jelasnya mengenai perkembangan jumlah 

penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada 

Tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat 
Menurut Kecamatan, 2007-2012 

No. Kecamatan 
Jumlah Penduduk 

20121 2007 2008 2009 2010 2011 

1. 
Kotawaringin 

17.292 17.535 17.768 17.100 17.358 17.234 
Lama 

2. Arut Selatan 89.607 91.043 92.963 100.361 10.805 101.925 

3. Kumai 43.644 44.682 45.367 47.161 47.674 48.085 

4. 
Pangkalan 

32.538 33.071 33.273 31.559 32.270 32.796 
Banteng 

5. Pangkalan Lada 26.707 27.172 27.321 28.493 28.909 28.885 

6. Arut Utara 13.644 13.880 14.292 16.709 17.746 16.218 

Kotawaringin Barat 204.906 223.432 227.383 230.984 245.762 245.143 

Sumber: Kotawaringin Barat dalam Angka, 2013 
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Kecamatan Kumai merupakan salah satu kecamatan yang terletak 

di bagian selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas 2. 921 Km2
• 

Kecamatan Kumai terletak di dataran rendah dan berbatasan langsung 

dengan !aut. Terdiri dari 15 desa yaitu Sungai Cabang, Teluk Pulai, Sungai 

Sekonyer, Kubu, Sungai Bakau, Teluk Bogam, Keraya, Sebuai, Sebuai 

Timur, Sungai Kapitan, Batu Belaman, Sungai Tendang, Sungai Bedaun, 

Bumi Harjo dan Pangkalan Satu, serta 3 kelurahan yaitu, Kumai Hulu, 

Candi, dan Kumai Hilir. 

Batas wilayah administratif Kecamatan Kumai adalah 

sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan 

Lada, dan Pangkalan Banteng 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Arut Selatan. 

Berdasarkan data penduduk sementara Tahun 2012, jumlah 

penduduk Kecamatan Kumai sebanyak 48.085 jiwa, dengan jumlah 

laki-laki sebanyak 25.144 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 22.941 

jiwa. Kelurahan Kumai Hilir memiliki jumlah penduduk tertinggi 

dibanding kelurahan/desa lain, yaitu sebanyak 8.037 jiwa. Sedangkan 

Kelurahan Kumai Hulu memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 427 

orang per Km2
, sebagaimana terlihat pada Tabel4.3 berikut: 
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Tabel 4.3 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan!Desa 
di Kecamatan Kumai, Tahun 2012 

Luas Wilayah Penduduk Kepadatan 
No. Kelurahan!Desa (Km2) (Orang) Penduduk 

(OranWJ(m2) 

1. Sungai Cabang 333,00 1.001 3,01 

2. Teluk Pulai 478,00 311 0,65 

3. Sungai Sekonyer 791,00 447 0,57 

4. Kubu 122,00 3.299 27,04 

5. Sungai Bakau Ill ,00 1.507 13,58 

6. TelukBogam 82,00 1.200 14,63 

7. Keraya 78,00 495 6,35 

8. Sebuai* 97,00* 414 4,27 

9. Sungai Kapitan 90,00 4.649 51,66 

10. Kumai Hilir 82,00 8.037 98,01 

11. Batu Belaman 73,00 1.772 24,27 

12. Sungai Tendang 52,00 3.222 61,96 

13. Candi 67,00 3.867 57,72 

14. Kumai Hulu 18,00 7.685 426,94 

15. SungaiBedaun 403,00 3.688 9,15 

16. Bumi Harjo 27,62 4.331 156,81 

17. Pangkalan Satu 16,38 1.911 116,67 

18. Sebuai Timur* * 249 * 

Kumai 2.921,00 48.085 16,46 

Sumber: Kotawaringin Barat dalam Angka, 2013 
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Secara geografis luas wilayah Kelurahan Kumai Hilir adalah 

82 Km2
, wilayah Kelurahan Kumai Hilir merupakan salah satu wilayah 

yang mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup besar. 

Kelurahan Kumai Hilir berbatasan dengan: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kumai Hulu 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sei. Kapitan 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sei. Bedaun 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Candi. 

Dilihat dari ketinggian, wilayah Kelurahan Kumai Hilir berada pada 

ketinggian antara 0-7 m dpl (dari permukaan !aut), faktor tersebut 

sangatlah berpengaruh terhadap suhu udara sehingga di wilayah Kelurahan 

Kumai Hilir akan sangat berpotensi sekali untuk kegiatan pengembangan 

budidaya pertanian dalam arti luas. Tingkat kesesuaian laban di wilayah 

Kelurahan Kumai Hilir adalah merupakan sifat yang dipengaruhi oleh sifat 

fisik dan kimia tanah yang harus didukung dengan penyediaan drainase 

yang baik sehingga laban di Wilayah Kelurahan Kumai Hilir sangat sesuai 

sekali untuk pengembangan budidaya Tanaman Padi Sawah, 

Tanaman Pangan dan Tanaman Tahunan. 

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1990 Tentang Penataan 

LKMD, RW, RT atau sebutan lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat Nomor: 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai 

Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, 

di Kelurahan Kumai Hilir telah terbentuk lembaga kemasyarakatan yang 
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terdiri Rukun Warga (RW) sebanyak 7, Rukun Tetangga (RT) sebanyak 

20, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK) dan Karang Taruna. Lembaga kemasyarakatan lain yang 

ada di Kelurahan Kumai Hilir seperti Remaja Masjid, Majelis Taklim, 

PHBI dan lembaga lainnya. 

Dilihat dari aktivitas perekonomian/mata pencaharian masyarakat 

di Kelurahan Kumai Hilir dapat di lihat pada Tabel 4.4 berikut: 

Tabel4.4 Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Kumai Hilir 

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah Keterangan 

1. Sektor Pertanian 78 

2. Sektor Petemakan 20 

3. Sektor Keraj inan 71 

4. Sektor Industri Kecil 65 

5. Pemerintahan PNSffNI Polisi 40 

6. Pegawai Swasta 88 

7. J asa Perdagangan 79 

8. Jasa angkutan 43 

9. Jasa Keterampilan 134 

10. Lain-lain 104 

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Kumai Hilir Tahun 2013 

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa mata pencaharian 

masyarakat Kelurahan Kumai Hilir sebagian besar pada sektor 

Jasa Keterampilan. Secara umum wilayah Kelurahan Kumai Hilir dapat 

dilihat seperti pada Gambar 4.1 berikut: 
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Gambar 4.1 Peta Wilayah Kelurahan Kumai Hilir 
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2. Gambaran Umum Kantor Kelurahan Kumai Hilir 

a. Visi dan Misi Kelurahan Kumai Hilir 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Kelurahan Kumai Hilir adalah wilayah kerja Lurah sebagai 

perangkat daerah di bawah Kecamatan Kumai Kabupaten 

Kotawaringin Barat dengan mengemban Visi yaitu: 

"Terwujudnya Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan, 

dan Pelayanan Masyarakat Yang Efisien, Efektif dan Profesional ". 

Sedangkan Misi Kelurahan Kumai Hilir adalah: 

I) Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan 

2) Menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban yang kondusif 

di masyarakat 

3) Memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat 

4) Menciptakan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. 

b. Struktur Organsasi Kelurahan Kumai Hilir 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tingkat Kelurahan 

sebagaimana yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 

dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotaaringin Barat Nomor 21 Tahun 

2008 Tentang Organisasi dan Tata Ketja Kecamatan dan Kelurahan 

di Kabupaten Kotawaringin Barat dijabarkan melalui Struktur 

Organisasi yang terlihat seperti pada Gambar 4.2 berikut: 
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I LURAH I 

t I Sekretaris I 
Kelompok 

Jabatan 
Fungsional 

+ l ~ 1 
Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Seksi 

Tata Ketenteraman Pemberdayaan Pelayanan 
Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat Urn urn 

Urn urn dan Sosial 

+ ~ ~ ~ 
Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana 

Gam bar 4.2 Struktur Organisasi Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat 

c. Kondisi Kepegawaian di Kelurahan Kumai Hilir 

Guna betjalannya kegiatan pelayanan kepada masyarakat 

di Kelurahan Kumai Hilir, maka perlu didukung dengan keberadaan 

aparatur yang ditempatkan di Kantor Kelurahan Kumai Hilir. 

Kepegawaian merupakan sebuah pekerjaan yang mengatur tentang 

tugas pokok, dan fungsi serta kedudukan seorang pegawai pada 

sebuah organisasi. Kepegawaian berkaitan dengan sumber daya 

manusia yang dimiliki. Oleh karena itu, jika tetjadi kesalahan dalam 

pengelolaan kepegawaian pada sebuah organisasi, maka sumber daya 

manusia yang terdapat dalam organisasi tersebut akan mengakibatkan 

inefisiensi tenaga ketja. Secara umum keadaan pegawai Kelurahan 

Kumai Hilir berdasarkan berdasarkan tingkat jabatannya seperti 

pada Tabel 4.5 berikut: 
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Tabel 4.5 Keadaan Pegawai Kelurahan Kumai Hilir Berdasarkan Pangkat/ 
Golongan, Jabatan, dan Pendidikan 

No. Nama/NIP Pangkat/Gol. Jabatan Pendidikan Ket. 

Said Syamsuddin Noor, S.H. Penata Tk.I 
Lurah S.1 Hukum 1. (III/d) NIP. 19700612 198901 1 001 

Atma Santosa, S.T. Penata Muda 
2. Tk. I (111/b) 

Sekretaris S.1 Teknik Sipil 
NIP. 19620601 198903 1 006 

H. Abdul Gani, S.Pd. Kasi Pel. 
3. Penata (Ill/c) 

Umum 
S.1 Pendidikan 

NIP. 19630128 198112 1 001 

4. 
Rahmad Sugiono, S.E. Penata Muda 

Kasi Trantib S.1 Manajemen 
NIP. 19780724 199902 1 001 Tk. I (III/b) 

Said Ismail Hazemi, S.E. Penata Muda 
5. Tk. I (111/b) 

Kasi Tapem S.1 Manajemen 
NIP. 19750622 199902 1 002 

Arie Midiah Utami R, S.IP. Penata Muda 
Kasi 

S.1 
6. Tk. I (111/b) 

Pemb.Masy. 
Pemerintahan NIP. 19880612 200701 2 001 & Sos 

Akbaria Fitria, A.Md. 
7. Pengatur (11/c) Staf D.III Akuntansi 

NIP. 19860610 201001 1 011 

8. 
Iska Supriyatin, A.Md. 

Pengatur (11/c) Staf 
D.III 

NIP. 19860905 201001 2 008 Informatika 

Masniah, S.Sos. Penata Muda 
9. Tk. I (Ill/b) PLKB S.1 Komunikasi 

NIP. 19620601 198903 2 006 

Roida T. Lumbanbatu, STP. Penata Muda PPL S.l Teknik 
10. (III/a) Pertanian Pertanian NIP. 19841212 201001 2 034 

Petugas Jaga 
Tenaga 

11. Abdul Kadir - Malam dan SD 
Kebersihan 

Kontrak 

Sumber: Data Kepegawaian Kelurahan Kumai Hilir Tahun, 2013 
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d. Togas Pokok dan Fungsi Kelurahan Kumai Hilir 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 36 

tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan 

dan Kelurahan se-Kabupaten Kotawaringin Barat, maka tugas pokok 

Kantor Kelurahan Kumai Hilir adalah "Melaksanakan sebagian 

Koordinasi, Integrasi, Simplikasi dan Singkronisasi secara Vertikal 

dan Horisontal baik dalam lingkungan kecamatan dan kelurahan 

maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing". 

Adapun fungsi dari Kantor Kelurahan Kumai Hilir adalah 

sebagai berikut: 

1) Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pembangunan, 

Ketenteraman dan Ketertiban serta Kesejahteraan Sosial. 

2) Pengkoordinasian Pelaksanan Pemerintahan Umum, Ketenteraman 

dan Ketertiban, Pembangunan, Pelayanan Publik, serta 

Kesejahteraan Sosial 

3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Adapun rincian dari tugas pokok dan fungsi aparatur Kelurahan 

Kumai Hilir antara lain: 

1) Lurah 

a) Tugas Pokok: 

Menyelenggarakan Tugas Urusan Pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan. 
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b) Fungsi: 

( 1) Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat 

(2) Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

(3) Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan 

perundang-undangan 

(4) Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas 

Pelayanan umum 

(5) Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat Kelurahan 

(6) Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau 

Kelurahan 

(7) Melaksanakan Pelayanan masyarakat yang menjadi Ruang 

Lingkup Tugasnya dan atau yang belum dapat 

dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan. 

2) Sekretaris Lurah 

a) Tugas Pokok: 

Membantu Lurah di bidang Pembinaan Administrasi dan 

Pelayanan Teknis Administrasi kepada seluruh Satuan 

Organisasi Perangkat Kelurahan. 
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b) Fungsi: 

(1) Pelaksanaan Pengurusan Rencana, Pengendalian dan 

Pengevaluasian Pelaksanaan Tugas Seksi-Seksi 

(2) Pelaksanaan Pengkoordinasian dan Pengendalian 

Kebijakan yang ditetapkan oleh Lurah 

(3) Pelaksanaan Pengkoordinasian dan Pengendalian 

Kebijakan yang ditetapkan oleh Lurah 

(4) Pelaksanaan Pengurusan Surat-Menyurat dan Kearsipan 

(5) Pelaksanaan Pengurusan Administrasi Keuangan 

( 6) Pelaksanaan Pengurusan Perlengkapan dan 

Kerumahtanggaan 

(7) Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyusunan Naskah 

Laporan 

(8) Pelaksanaan Penyiapan Rapat-Rapat Dinas, Upacara, 

Penerimaan Tamu dan Acara-Acara lainnya 

(9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah. 

3) Kepala Seksi Tata Pemerintahan 

a) Tugas Pokok: 

Melaksanakan tugas menyusun Rencana, Mengevaluasi 

Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Bidang Pemerintahan. 

b) Fungsi: 

(1) Melaksanakan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan 

(2) Melaksanakan Pengumpulan, Mengsistematisasikan dan 

Menganalisis Data Administrasi Pemerintahan 
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(3) Melaksanakan Penyusunan Program Penyelengaraan 

Pemerintahan 

(4) Melaksanakan Pemfasilitasian Kegiatan Sosial Politik 

(5) Melaksanakan Pemfasilitasian Proses Pencalonan, 

Pengangkatan, dan Pemberhentian Ketua Rukun Warga 

(RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) 

(6) Melaksanakan Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan dan Catatan Sipil 

(7) Melaksanakan Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan 

dan Membantu Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan 

(8) Melaksanakan Pemfasilitasian Kegiatan-Kegiatan dalam 

Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum 

(9) Melaksanakan Evaluasi dan Pengendalian 

Penyelenggaraan Pemerintah 

(1 0) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah. 

4) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

a) Tugas Pokok: 

Melaksanakan tugas menyusun Rencana, Mengevaluasi 

Pelaksanaan, dan Penyusunan laporan Bidang Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum. 

b) Fungsi: 

(1) Melaksanakan Penyusunan Program Penyelenggaraan dan 

pembinaan Ketenteraman serta Ketertiban Umum 
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(2) Melaksanakan Pemeliharaan dan Pembinaan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan­

Penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah 

Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya di Kelurahan 

(3) Melaksanakan Perlindungan Kepada Masyarakat 

dan Membina Anggota Perlindungan Masyarakat 

(Linmas) di Kelurahan 

(4) Melaksanakan Penertiban Terhadap Gangguan Sosial 

(5) Melaksanakan Memfasilitasi Kegiatan Pembinaan 

Integrasi dan Kesatuan Bangsa 

(6) Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan 

dan Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, 

Penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan 

Peraturan Perundang-undangan lainnya, Kegiatan Sosial 

Politik, Pembinaan ldeologi Negara, Pembinaan Kesatuaan 

Bangsa, Pembinaan Masyarakat, dan Pembinaan 

Kewarganegaraan 

(7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah. 

5) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial 

a) Tugas Pokok: 

Melaksanakan tugas menyusun Rencana, Mengevaluasi 

pelaksanaan, dan Penyusunan Laporan Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat dan Sosial. 
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b) Fungsi: 

(1) Pelaksanaan Penyusunan Program Pemberdayaan 

Masyarakat, Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat 

(2) Pelaksanaan Pengkoordinasian dan Melaksanakan Upaya 

Pemberdayaan Masyarakat 

(3) Pelaksanaan Pemfasilitasian Kegiatan Sosial Ekonomi dan 

Budaya serta Swadaya Masyarakat 

(4) Pelaksanaan Pemfasilitasian Pembinaan Pengelolaan 

Lingkuangan Hidup 

(5) Pelaksanaan Pemfasilitasian Kegiatan Sosial Masyarakat 

(6) Pelaksanaan Pemfasilitasian dan Memberikan Pelayanan 

Terhadap Kegiatan Keagamaan 

(7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah. 

6) Kepala Seksi Pelayanan Umum 

a) Tugas Pokok: 

Melaksanakan tugas menyusun Rencana, Mengevaluasi 

Pelaksanaan Penyusun Laporan Bidang Pelayanan Umum. 

b) Fungsi: 

( 1) Melaksanakan Penyusunan Program Pelayanan 

(2) Melaksanakan Koordinasi dan Melaksanakan Upaya 

Pemberdayaan Masyarakat 

(3) Melaksanakan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan 

yang Mencakup Bidang Tugasnya 

(4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah. 
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B. Data Fokus Penelitian 

1. Indikator Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan 

di Keluraban Kumai Hilir 

Berdasarkan berbagai evaluasi terhadap kebijakan Sistem 

Administrasi Kependudukan, Pemerintah merasa perlu menggantinya 

dengan sebuah kebijakan yang baru. Kebijakan baru itu tentunya juga 

lebih menjawab segala kebutuhan yang diperlukan untuk melengkapi data 

kependudukan. Untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai 

pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang 

diperlukan maka pemerintah merumuskan sebuah kebijakan baru. 

Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 

tentang elektronik Government. Elektronik Government ini pada akhimya 

mendorong pelaksanaan kegiatan pemerintah ke arah komputerisasi agar 

pelayanan dapat dilakukan kapan dan di mana saja. 

Pendorong penerapan e-Government adalah untuk meningkatkan 

efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Dalam penyusunan rencana strategis pengembangan 

e-Government, pemerintah memiliki peranan sebagai pemberi kebijakan 

tentang strategi pengembangan e-Government, dalam hal ini Inpres 

tersebut memberikan araban penyusunan tentang rencana strategis 

e-Government kepada seluruh instansi. Menurut Inpres Nomor 3 Tahun 

2003, dikatakan bahwa pengembangan e-Government merupakan upaya 

untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis 

(menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan 

publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-Government 
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dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan 

pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. 

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas 

yang berkaitan yaitu: 

a. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses 

kerja secara elektronis 

b. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat 

diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. 

Banyaknya data yang dikelola dan perlunya penyampaian informasi 

yang cepat dalam kegiatan pelayanan administrasi kependudukan 

menjadikan teknologi informasi sebagai media yang dianggap mampu 

dan handal untuk membantu dalam pengelolaan data dan penyajian 

informasi yang cepat, mudah dan akurat. Kemudian sebuah penerapan 

teknologi hendaknya memenuhi prinsip-prinsip tepat guna (appropriate) 

mendukung sistem pelayanan administrasi kependudukan, bertahan relatif 

lama (long life tidak mudah face out), efisien (tidak over investment atau 

under investment), aman (secure) mudah dioperasionalkan (user friendly) 

dan murah pemeliharaannya, serta dapat diakses di seluruh wilayah tanah 

air dengan support yang selalu tersedia dan relatif cepat. Dalam 

mendukung pelayanan administrasi kependudukan, penerapan teknologi 

sangat penting untuk menjawab keamanan (security) dan kecepatan dalam 

proses perekaman, pengirimanlkomunikasi data, penyimpanan serta 

pendayagunaan data individu penduduk. 

Penerapan teknologi informasi dalam e-Govemment ini diantaranya 

adalah penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). 
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Sistem Informasi Kependudukan adalah salah satu jenis perangkat lunak 

yang dapat digunakan untuk membantu proses pengelolaan data pencatatan 

biodata penduduk pada salah satu instansi pemerintah yang bergerak 

dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan. SIAK merupakan 

suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan 

prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan 

menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapai 

tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas dijajaran pemerintah 

daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di dalam 

menyelenggarakan layanan kependudukan. Dengan adanya pengelolaan 

data secara online maka kelemahan-kelemahan pengolahan data secara 

konvensional dapat ditekan. SIAK sendiri memberikan banyak manfaat 

antara lain, hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik tersebut dapat 

digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, 

strategi, dan program bagi penyelenggaraan pembangunan di bidang 

kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta kepentingan 

pembangunan lainnya. 

SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun 

berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang 

bertujuan menata sistem administrasi di bidang kependudukan sehingga 

tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas di jajaran 

Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

dalam menyelenggarakan layanan kependudukan. 
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Dalam pelaksanaannya, diawali dari Desa dan Kelurahan selaku 

ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara 

administrasi sebagai warga negara Indonesia serta sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar 

penduduk sebagai pelanggan merasa dapat pelayanan yang memuaskan. 

Program SIAK mulai dilaksanakan oleh Dinas Kepedudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat pada bulan Juli 2008, 

melayani pembuatan KTP Nasional berbasis NIK dan pelayanan Kartu 

Keluarga Nasional. Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu melaksanakan 

program pelayanan administrasi kependudukan (Pelayanan KK, KTP dan 

Akta Catatan Sipil) tingkat kabupaten. 

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak 

(A.S.), (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Kotawaringin Barat) (wawancara dilakukan pada tanggal 13 Maret 

2014, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Kotawaringin Barat) bahwa: 

"Disdukcapil menggunakan Sistem SIAK dalam menyelenggarakan 
pendaftaran penduduk, hal mt bertujuan untuk menjamin 
ketunggalan data penduduk, sehingga nantinya kita harapkan dalam 
berkas kependudukan setiap penduduk Kobar hanya memiliki satu 
NIK. Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Disdukcapil 
dilakukan secara berjenjang dari bawah (Kecamatan/Kelurahan/ 
Desa), kecuali untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik/ 
e-KTP pelayanan dilakukan di masing-masing kecamatan". 
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Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kelemahan dalam 

mengelola data kependudukan. Masih banyak terdapat pemalsuan identitas 

karena disebabkan kurang detailnya data-data mengenai penduduk. 

Seperti ditemukannya berbagai identitas ganda dengan nomor identitas 

yang berbeda di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penyelenggaraan tertib 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan untuk 

(LPPD-Disdukcapil Kab. Kotawaringin Barat Tahun 20 12): 

a. Memberikan keabsahan identifikasi dan kepastian hukum atas dokumen 

penduduk untuk setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk 

b. Memberikan perlindungan hak sipil penduduk 

c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional 

mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai 

tingkatan secara akurat, lengkap dan mudah diakses sehingga menjadi 

acuan bagi perumusan kebijakan pembangunan pada umumnya 

d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional 

dan terpadu 

e. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor 

terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan Pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan. 

Berdasarkan hasil identifikasi mulai dari tahun 2006 sampai dengan 

31 Desember 2012 pencapaian Pelayanan Administrasi Kependudukan 

yang telah dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Kotawaringin Barat terlihat seperti pada Tabel 4.6 berikut: 
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Tabel. 4.6 Pencapaian Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Barat 
Tahun 2012 

No. Uraian Tahun Jumlah Keterangan 

1. Pe1ayanan KTP 2006 18.163 Jiwa Jum1ah Jiwa per 31 
Nasional 2007 32.262 Jiwa Desember 2012 sebanyak 

2008 33.453 Jiwa = 311.514 Jiwa dengan 
2009 24.319 Jiwa yang wajib KTP = 
2010 22.129 Jiwa 223.533 orang, yang 
2011 28.468 Jiwa memiliki KTP Nasiona1 = 
2012 21.149 Jiwa 179.943 orang. 

JUMLAH 179.943 Jiwa 

2. Pe1ayanan e-KTP 2011 51.376 Jiwa J1h. Jiwa per 31 Desember 
2012 83.012 Jiwa 2012 sebanyak = 311.514 

Jiwa dgn target wajib 
e-KTP = 167.380 orang, 
yang sudah melakukan 
perekaman e-KTP 
sebanyak = 120.371 
orang. 

JUMLAH 134.388 Jiwa 

3. Pelayanan KK 2008 2.291 KK Jumlah Penduduk per 31 
Nasional 2009 7.034 KK Desember 2012 sebanyak 

2010 22.291 KK = 73.779 KK dengan yang 
2011 15.811KK Punya KK Nasional = 
2012 15.454 KK 62.881 KK. 

JUMLAH 62.881 KK 

4. Penduduk Pindah 2010 810 Jiwa 
dari Kab.Kobar 2011 1.172 Jiwa 
ke Luar Daerah 2012 1.267 Jiwa 

JUMLAH 3.249 Jiwa 

5. Penduduk datang 2010 1.105 Jiwa 
dari Luar daerah 2011 1.098 Jiwa 
ke Kab.Kobar 2012 1.191 Jiwa 

JUMLAH 3.394 Jiwa 

6. Pencatatan Akta 
Capil sbb.: 
a. Akta 

Kelahiran 2006 6.387 Akta Jum1ah j iwa per 31 
2007 6.897 Akta Desember 2012 sebanyak 
2008 5.519 Akta = 269.872jiwa, yang 
2009 9.300 Akta telah memiliki Akta 
2010 16.860 Akta Kelahiran = 60.284 Akta 
2011 21.525 Akta 
2012 5.018 Akta 

JUMLAH 60.284 Akta 
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7. b. Akta 2006 85 Psg 
Perkawinan 2007 102 Psg 

2008 181 Psg 
2009 8 Psg 
2010 241 Psg 
2011 229 Psg 
2012 163 Psg 

JUMLAH 1.009 Psg 

8. c. Akta 2006 - Jiwa 
Kematian 2007 2 Jiwa 

2008 130 Jiwa 
2009 268 Jiwa 
2010 276 Jiwa 
2011 214 Jiwa 
2012 103 Jiwa 

JUMLAH 993 Jiwa 

9. d. Akta 2006 6 Psg 
Perceraian 2007 2 Psg 

2008 2 Psg 
2009 3 Psg 
2010 2 Psg 
2011 14 Psg 
2012 9 Psg 

JUMLAH 38 Psg 

Sumber: Disdukcapil Kab. Kobar Tahun 2012 

Menurut keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat (AS), bahwa Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Kotawaringin Barat 

menggunakan beberapa macam aplikasi, yaitu: 

a. Tahun 2006 Disdukcapil Kab. Kobar telah menggunakan 

aplikasi SOLA TERA 

b. Tahun 2007 Administrasi Kependudukan menggunakan aplikasi 

SIAK Ojjline 

c. Tahun 2010 aplikasi SIAK telah Online ke tiga kecamatan 

dan ke Diljen Dafdukcapil. 
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Sementara itu menurut Camat Kumai, Bapak (S) (wawancara 

dilakukan pada tanggal21 Maret 2014, di Kantor Kecamatan Kumai): 

"Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilakukan 
di Kecamatan Kumai menginduk ke Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, selaku leading 
sector dalam hal Pe1ayanan Administrasi Kependudukan 
di Kabupaten Kotawaringin Barat. Salah satu pelayanan 
Administrasi Kependudukan yang dominan dilakukan di tingkat 
Kecamatan adalah Pembuatan e-KTP, yang mana dalam 
pelaksanaannya memang belum mencapai target yang 
diharapkan. Pelayanan Administrasi Kependudukan lainnya antara 
lain pengurusan lanjutan Surat Pengantar (Surat Pengantar Akta 
Kelahiran, Surat Keterangan Pindah, dll.) dari Kelurahan!Desa lingkup 
Kecamatan Kumai". 

Rekapitulasi Kegiatan Perekaman dan Pengambilan e-KTP 

di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 terlihat 

seperti pada Tabel 4. 7 berikut: 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tabel 4.7 Rekapitulasi Kegiatan Perekaman dan Pengambilan e-KTP 
di Kecamatan Kumai Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2013 

Jenis Kegiatan 
Hasil 

Keterangan Kegiatan 

Perekaman e-KTP Ub. Januari 2013 23.915 Orang 
s.d. Desember 2013 

Telah Tercetak e-KTP 21.502 Keping 

Be1um Tercetak e-KTP 2.413 Keping 

Telah Terdistribusi/Diterima Masyarakat 16.307 Keping 

Belum Terdistribusi!Belum diterima 
Masyarakat 5.195 Keping 

Sumber: Kecamatan Kumai Kabupaten Kobar Tahun 2013 

Sedangkan untuk Rekapitulasi Surat Pengantar Akta Kelahiran 

di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 terlihat 

seperti pada Tabel 4.8 berikut: 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Tabel4.8 Rekapitulasi Surat Pengantar Akta Kelahiran di Kecamatan 
Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 

Bulan 
Laki-

Perempuan Jumlah Keterangan 
Laki 

Januari 65 54 119 (Perlembar) 

Februari 44 44 88 

Maret 41 42 83 

April 45 45 90 

Mei 83 76 159 

Juni 151 137 288 

Juli 83 95 178 

Agustus 48 48 96 

September 43 46 89 

Oktober 62 61 123 

November 60 49 109 

Desember 51 57 108 

Total 776 754 1530 

Sumber: Kecamatan Kumai Kabupaten Kobar Tahun 2013 

Kualitas pelayanan berkaitan dengan terpenuhinya standar pelayanan 

dan keinginan masyarakat terhadap pelayanan yang mereka terima. 

Kualitas pelayanan berkaitan pula dengan kepuasan pelanggan 

(masyarakat dalam hal pelayanan publik) terhadap pelayanan yang 

diberikan. Parasuraman, Berry, dan Zeithaml (2001 :32) menyatakan ada 

lima indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas jasa, yaitu: 
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a. Responsiveness ( daya tanggap ), yaitu keinginan para staf untuk 

membantu masyarakat dan memberikan pelayanan yang cepat serta 

tanggap terhadap keinginan konsumen. 

b. Assurance Oaminan), mencakup kemampuan, keramahan, dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko, 

atau keraguan. 

c. Tangibles (bukti langsung), kualitas pelayanan berupa fasilitas fisik 

perkantoran, perlengkapan, kebersihan, dan kondisi ruang tunggu. 

d. Empathy ( empati), sikap tegas tetapi penuh perhatian terhadap 

konsumen, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan 

komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan para pelanggan. 

e. Reliability (kehandalan), yakni kemampuan dan keandalan untuk 

menyediakan pelayanan yang terpercaya (pelayanan yang dijanjikan 

dengan segera dan memuaskan). 

Berdasarkan kegiatan wawancara yang peneliti lakukan di lokasi 

penelitian (Kelurahan Kumai Hilir) didapatkan keterangan sebagai berikut: 

a. Responsiveness ( daya tanggap ), yaitu keinginan para staf untuk 

membantu masyarakat dan memberikan pelayanan yang cepat serta 

tanggap terhadap keinginan konsumen. 

Dalam hal ini diperlukan adanya kesigapan dari aparatur dalam 

menangani keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu dalam indikator 

responsiveness, peneliti menggunakan indikator kecepatan proses 

pelayanan dan ketanggapan petugas layanan dalam memproses produk 

layanan serta tanggap terhadap keinginan konsumen/masyarakat. 
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Untuk aspek kecepatan proses pelayanan administrasi 

kependudukan di Kelurahan Kumai Hilir, mulai dari dilengkapinya 

persyaratan administratif yang masuk sampai selesainya pengurusan, 

belum ditetapkan standar jangka waktu penyelesaiannya. 

Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Kumai Hilir, 

Bapak (S.I.H) (wawancara dilakukan pada tanggal 28 Maret 2014, 

di Kantor Kelurahan Kumai Hilir) menyampaikan: 

"Dalam pengurusan Surat Pengantar Kartu Keluarga, Kami selalu 
berusaha melakukan pelayanan secara cepat, karena Kita 
mengetahui keperluan warga, hanya saja terkadang ada beberapa 
persyaratan yang belum mereka penuhi. Kalau syaratnya lengkap 
Surat Pengantar dapat diperoleh dalam 1 hari. Untuk pengurusan 
Kartu Keluarga masyarakat terlebih dahulu mengisi blanko yang 
telah tersedia yang didalamnya memang terdapat tanda tangan 
Ketua R.T. setempat, sehingga dalam pengurusannya masyarakat 
harus meminta tanda tangan Ketua R. T dulu, baru kemudian tanda 
tangan Lurah". 

Bapak (D), warga Kelurahan Kumai Hilir (wawancara dilakukan 

pada tanggal 2 April 2014, di Areal Parkir Kantor Kelurahan Kumai 

Hilir) menyampaikan: 

"Saya tadi mengurus Akte Kelahiran, alhamdulillah 
persyaratannya sudah lengkap, cuman disuruh menunggu 
sebentar, kata petugas bisa diambil hari ini". 

Berbeda dengan Bapak (M.D.), warga Kelurahan Kumai Hilir 

(wawancara dilakukan pada tanggal 2 April 2014, di halaman Kantor 

Kelurahan Kumai Hilir) menyampaikan: 

"Dari pagi tadi Saya menunggu petugas untuk mengurus Kartu 
Keluarga, tapi baru sekitar jam 08.30 wib Saya dilayani. Semoga 
Pak Lurah memperbaiki lagi kinerja bawahannya". 

Tugas Akhir Program Mahasiswa (TAPM) 124 

16/41782.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

Dari beberapa hasil wawancara tersebut diketahui bahwa keluhan 

masih terlihat dalam pengurusan administrasi kependudukan, 

berdasarkan observasi peneliti diketahui bahwa beberapa pengguna 

layanan di Kelurahan Kumai Hilir mengeluhkan lamanya proses 

layanan, yang terlihat dari kurang tanggapnya petugas dalam 

memberikan pelayanan, hal ini dapat berdampak kurang baik pada 

kualitas pelayanan keseluruhan dari Kelurahan Kumai Hilir. 

Berbagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh Kelurahan Kumai 

Hilir tentunya mengharapkan adanya daya tanggap atas kualitas 

pelayanan yang diberikan sesuai tingkat kepuasan konsumen. 

Sangat wajar bahwa dalam pemberian pelayanan, warga berharap 

petugas yang menyenangkan, cakap dalam pelayanan, serta 

menciptakan respon yang positif sebagai respon tim hal balik. 

Dari hasil pengamatan penulis, salah satu keluhan masyarakat 

adalah: masalah bolak-balik dalam pengurusan surat pengantar, 

yang memang di dalamnya terdapat tanda tangan dari Ketua RT. 

lbu (M), warga Kelurahan Kumai Hilir (wawancara dilakukan pada 

tanggal 11 April 2014, di halaman Kantor Kelurahan Kumai Hilir) 

menyampaikan: 

"Kalau bisa, pengurusan surat pengantar Kartu Keluarga selesai 
saat itu juga (satu kali pengurusan), jadi tidak perlu kembali lagi, 
berhubung kami perlu cepat". Kepada petugas agar 
memperhatikan hal itu, karena yang diproses kan hanya Surat 
Pengantar". 
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Gam bar 4.3 Proses Pelayanan Administrasi Kependudukan 

Hal ini terjadi disebabkan oleh ketiadaannya SOP, yang dapat 

menjadi pedoman bagi arab kinerja petugas. Seperti yang disampaikan 

oleh seorang petugas layanan, Bapak (A.F.) (wawancara dilakukan pada 

tanggal 15 April2014, di Kantor Kelurahan Kumai Hilir): 

"Mengenai SOP, Kami menjalankan seperti yang diamanatkan 
kepada kami, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan (terlampir). Dalam pengurusan Surat 
Pengantar Kartu Keluarga, masyarakat terlebih dahulu mengisi 
blanko yang telah tersedia yang didalamnya memang terdapat 
tanda tangan Ketua R.T. setempat, sehingga dalam pengurusannya 
masyarakat hams meminta tanda tangan Ketua R.T, 
baru kemudian tanda tangan Lurah". 

Bapak (S) yang merupakan Ketua R.T. 3 Kelurahan Kumai Hilir 

(wawancara dilakukan pada tanggal 15 April 2014, di Rumah Ketua 

R.T. 3 Kelurahan Kumai Hilir), menyampaikan: 
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"Warga kami memang ada beberapa yang menyarnpaikan keluhan 
terkait pengurusan pembuatan Surat Pengantar administrasi 
kependudukan, Saya juga ikut bertandatangan di dalamnya selaku 
Ketua R.T. Menurut warga hal tersebut kurang efektif, 
karena mereka harus bolak-balik ke kelurahan". 

Adapun Contoh Blangko Surat Pengantar (dalarn hal ini 

Blangko Surat Pengantar Kartu Keluarga) terlihat seperti pada 

Garnbar 4.4 berikut: 

Perihal : Pennohonlln Untuk MendllpMbn 

--- (IIQ­P11Mf1ntah !tab Ktw S.m. 

........ 
Kepada, 

Yth. Keplila Dlnas ltependuduk.an ct.n 
Dan Pencacatln Slpll. 

Noma 

Jenb K.elamln 

Tempatdan T~IL.ahk" 

Kewara:anepr .. n 

01-

: Peremptan/ LakHakl 

: lnctoneM. 

' ....... , ........ ,.--.. 
' Kawln/ Belum Kawln/Jonda/Duda 

Golonpn Duah 

Nomor ICartu KRIUirp 

Alamat 

Tanglll Mulal llnBPI di Kel. inl 

SUrat Keteranpn Plndah 

brtu kelu.rp atas n11ma pemohon cHatas. 

Untuk melen8bp4 pers:yJ~ratan dimaksud berswM lnl .say~~lampfrbn : 

1. ICartu Keauarp LMna (asH} : 1 ( satu ) Lem~ 

Dernlklan permohonan lnf disampe.lbn .tin pertr.enun Bapak dlucapbn tertma kas!h.. -
REKOMENDASI 

Bahw<1i NIJN: tenebut dlatas .:latah pendudult ~ Kumaf HiiW ctet..,.. Horncx" Pendud ... : 

·-··-····-············-·····---·-················-···-··········--···-dan keteranpn yare t:ert.mpJr dalllm 
permohonan lnl ada&ah beMr berdasarbn data pendudult. 

Oernfkian relcomendasf fnl dberfkan denpn menatnPt sumpah Ja!Mtan. ApabRa ~npn inl 

tklak benar. kaml berwdia dlb!nakan sanbt berduarbn ketentulln dan Lndlirw- undanc vans beriaku. 

__.., ......., __ 
' 474.4/ I /K><R/20.-

KetullRT • 

Garnbar 4.4 Contoh Blanko Surat Pengantar Kartu Keluarga 

Tugas Akhir Program Mahasiswa (TAPM) 127 

16/41782.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

Lebih Ianjut, Bapak (S.I.H.), Kepala Seksi Tata Pemerintahan 

Kelurahan Kumai Hilir (wawancara dilakukan pada tanggal 15 April 

2014, di Kantor Kelurahan Kumai Hilir) juga menyampaikan: 

"Pelayanan Administrasi Kependudukan yang kami lakukan 
m1 sesuai dengan araban dari Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil, yang mana dalam pengurusan surat pengantar 
administrasi kependudukan terdapat tanda tangan Ketua R.T. yang 
harus diselesaikan terlebih dahulu baru balik lagi ke kelurahan. 
Untuk masalah tarif pelayanan, mulai awal 2014, pelayanan 
administrasi kependudukan telah digratiskan sesuai dengan 
amanah UU. No. 24 Tahun 2013, dan ditindaklanjuti dengan Surat 
Edaran Mendagri No. 470/327/SJ tentang Perubahan Kebijakan 
dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta Surat 
Edaran Mendagri No. 900/326/SJ tanggal 17 Januari 2014 
tentang Larangan Pungutan Uang dalam Memberikan Pelayanan 
Administrasi Kependudukan". 

b. Assurance (jaminan), mencakup kemampuan, keramahan, dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko, 

atau keraguan. 

Adanya kelalaian petugas layanan dalam menginput data-data 

pemohon, sehingga menyebabkan kesalahan pada Surat-Surat 

Pengantar, seperti nama, tanggal lahir, ataupun data lainnya dapat 

menyebabkan kerugian bagi pelanggan, walaupun intensitasnya kecil. 

Berikut basil wawancara dengan salah seorang warga, Bapak (M.D.) 

(wawancara dilakukan pada tanggal2 April2014, di Kantor Kelurahan 

Kumai Hilir): 

"Terkadang terjadi kesalahan dalam penulisan, jadi tolong bagi 
pegawai diperhatikan lagi penulisan nama dan keterangan lainnya 
dari pemohon, lebih cermat dan teliti agar tidak terjadi kesalahan 
dalam penulisan data". 
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Gambar 4.5 Proses Pelayanan Administrasi Kependudukan 

Kelurahan yang merupakan institusi yang bertindak sebagai ujung 

tombak pemberian layanan, mempunyai kewajiban kepada para 

pengguna layanan sesuai dengan apa yang menjadi togas pokok 

dan fungsinya. Apabila terjadi kesalahan, tentunya petugas 

berkewajiban untuk melakukan perbaikan dengan segera. Begitu juga 

dengan para pengguna layanan, mereka mempunyai hak untuk melapor 

dan mendapatkan perbaikan atas kesalahan petugas layanan. 

Seperti penjelasan dari Lurah Kumai Hilir, Bapak (S.S.) 

(wawancara dilakukan pada tanggal 28 Maret 2014, di Kantor 

Kelurahan Kumai Hilir) bahwa: 

"Kalau terdapat kesalahan dalam meng-entry data oleh 
petugas layanan Kami, maka segeralah melapor ke petugas, 
Surat Pengantar perbaikan akan secepatnya kami proses. 
Peran aktifwargajuga kita perlukan dalam kelancaran pengurusan 
administrasi kependudukan". 
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Senada dengan yang disampaikan oleh Lurah Kumai Hilir, 

salah seorang warga, Bapak (G) (wawancara dilakukan pada 

tanggal 6 Mei 2014, di Kantor Kelurahan Kumai Hilir) 

juga menyampaikan: 

"Pemah waktu itu petugas salah memasukkan data jadi tidak 
sesuai dengan berkas persyaratan yang kami miliki, tapi petugas 
kemudian menindaklanjutinya dan menggantinya dengan data 
yang baru sesuai dengan berkas say a". 

Terkait penjelasan tersebut, diketahui para petugas layanan yang 

melakukan kesalahan pada saat pemprosesan data permohonan surat 

pengantar administrasi kependudukan memiliki kewajiban untuk 

memperbaikinya, sedangkan para pengguna layanan mempunyai 

hak untuk melaporkan kesalahan yang terjadi dan mendapatkan data 

yang valid/sesuai. 

Sikap keterbukaan dari petugas layanan terhadap berbagai hal 

yang berkaitan dengan pelayanan mutlak diperlukan. Misalnya 

menyangkut prosedur, sebaiknya dipasang di dinding dalam ruang 

pelayanan, sehingga dengan mudah masyarakat dapat mengetahui alur 

pengurusan. Di samping itu juga harus ditunjang dengan kemampuan 

petugas layanan dalam memberikan penjelasan terhadap berbagai 

pertanyaan pelanggan dengan sikap ramah dan terbuka. Hanya saja 

masih perlu ditingkatkan lagi dalam hal kecermatan memberikan 

pelayanan, terutama dalam hal penginputan data-data pemohon. 
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Gambar. 4.6 Belum Adanya Papan lnfonnasi Alur Pengurusan 
Administrasi Kependudukan 

Perilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

merupakan salah satu hal yang utama. Hal ini dikarenakan sikap yang 

baik dalam memberikan layanan akan memberikan respon yang positif 

di mata masyarakat. Sebaliknya perilaku yang buruk dalam 

memberikan pelayanan akan menghasilkan respon yang negatif pula 

di mata masyarakat, sehingga dapat berdampak pada citra Kelurahan 

Kumai Hilir secara keseluruhan. Perilaku pada pegawai terlihat 

dari respon warga, seperti yang diungkapkan oleh lbu {R), 

"Sikap petugas cukup baik, mereka melayani dan membantu Saya 

dalam pengurusan pengantar KK". (wawancara dilakukan pada tanggal 

6 Mei 2014, di Kantor Kelurahan Kumai Hilir). Begitu pula dengan lbu 

(N) yang mengatakan, "Sikap petugas baik aja pak" 

(wawancara dilakukan pada tanggal 13 Mei 2014, di Kantor Kelurahan 
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Kumai Hilir). Sedangkan Bapak (W) mengatakan, "Agak kurang 

ramah, petugas tadi melayani sambil bercanda dengan petugas lain". 

(wawancara dilakukan pada tanggal 13 Mei 2014, di Halaman Kantor 

Kelurahan Kumai Hilir). 

Berdasarkan basil wawancara tersebut diketahui bahwa perilaku 

petugas Kelurahan Kumai Hilir sebagai pemberi layanan, cukup baik. 

Sedangkan basil observasi peneliti di lapangan, perilaku seluruh 

pegawai pada umumnya terlihat standar dalam memberikan pelayanan 

yang berkualitas. Memang ada beberapa masih terlihat perilaku yang 

tampak kurang ramah saat melayani masyarakat. 

c. Tangibles (bukti langsung), kualitas pelayanan berupa fasilitas fisik 

perkantoran, perlengkapan, kebersihan, dan kondisi ruang tunggu. 

Pelayanan yang berkualitas terlihat dari fasilitas fisik kantor. 

Kelengkapan dari sarana dan prasarana kantor akan mendukung proses 

pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas pula. 

Ketersediaan peralatan yang lengkap/memadai dapat mendorong 

semangat kerja petugas dalam mengupayakan pelayanan yang terbaik. 
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PEMERINTAHKABUPATEN KOTAWARIHGIN BARAT 
KECAMATAN KUMA! 

KANTOR 
KELURAHAN KUMAIHILIR 

Gambar. 4.7 Kantor Kelurahan Kurnai Hilir 

Menurut Lurah Kurnai Hilir, Bapak (S.S.) (wawancara dilakukan 

pada tanggal 2 April2014, di Kantor Kelurahan Kumai Hilir): 

"Secara umurn fasilitas perkantoran yang ada untuk rnenunjang 
kegiatan pelayanan sudah cukuplah, rnernang ada beberapa 
kekurangan, rnisalnya jumlah rneja dan kursi, tetapi rnasih dapat 
diatasi oleh ternan-ternan di bagian layanan. Keterbatasan 
pendanaan yang dialokasikan untuk Karni, rnernang rnenjadi 
kendala yang harus dihadapi". 
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Gambar. 4.8 Ruang Pelayanan Kantor Kelurahan Kumai Hilir 

Gambar. 4.9 Ruang Tengah Kantor Kelurahan Kumai Hilir 
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Tabel 4. 9 Daftar Inventaris Barang (Pendukung Kegiatan Pelayanan Publik) 

No. 
Nama Barangl Jumlah 

Bahan 
Tahun 

Kondisi Ket. Jenis Barang (Buah) Pembuatan 
1. MejaKerja 11 Kayu 2005 Baik 

2. Kursi Kerja 11 Besi/Busa 2000 Baik 

3. Kursi Plastik 13 Plastik 2009 Baik 

4. Rak Arsip/Buku 3 Kayu 2011 Baik 

5. Meja Komputer 3 Kayu 2011 Baik 

6. KomputerPC 3 - 2011 Baik 

7. Printer 2 - 2011 Baik 

8. Laptop 1 - 2011 Baik 

9. Kursi Sofa 1 Kayu/Busa 2007 Baik 

10. Televisi 1 - 2007 Baik 

11. Kipas Angin 3 - 2009 Baik 

Sumber: Kelurahan Kumai Hilir Tahun 2013 

Sarana dan prasarana yang disebutkan di atas selain digunakan 

sebagai penunjang daJam me1akukan aktivitas sehari-hari keJurahan 

juga digunakan untuk memberikan kenyamanan pelayanan kepada 

seluruh warga Kelurahan Kumai Hilir. Adapun tanggapan dari warga 

terkait sarana dan prasarana antara lain, seperti yang disampaikan oleh 

Bapak (H), beliau mengatakan, "Kalau bisa papan informasi dibuatkan 

dan fasilitas ruang tunggu ditingkatkan" (wawancara dilakukan pada 

tanggal 19 Mei 2014, di Kantor Kelurahan Kumai Hilir). Begitu pula 

dengan Bapak (W) yang mengatakan, "Sarana dan prasarana 

sudah cukup" (wawancara dilakukan pada tanggal 13 Mei 2014, 

di Kantor Kelurahan Kumai Hilir). 
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Gam bar. 4.10 Ruang Pelayanan Kantor Kelurahan Kumai Hilir 

Sementara dari aspek kebersihan, sebagian besar ruangan terlihat 

telah bersih dan tersusun rapi, sehingga dapat memperlancar proses 

pelayanan. Salah seorang petugas layanan, lbu (I.S.), (wawancara 

dilakukan pada tanggal2 April2014, di Kantor Kelurahan Kumai Hilir) 

menyampaikan: 

"Fasilitas-fasilitas pendukung yang kami rasakan belum memadai 
adalah terbatasnya jumlah komputer dan printer, sementara itu 
kalau dari segi kebersihan kantor, sudah mencukupi, karena 
petugas kebersihan setiap hari sudah membersihkan kantor". 

Dalam dimensi Tangibles pelayanan administrasi kependudukan, 

masyarakat masih mengeluhkan mengenai kondisi ruang tunggu 

pelayanan yang masih dinilai kurang memada~ karena kurangnya 

jumlah kursi tunggu seperti pada Gambar 4.11 berikut: 
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Gambar 4.11 Kondisi Ruang Tunggu Pelayanan 

d. Empathy ( empati), sikap tegas tetapi penuh perhatian terhadap 

konsumen, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan 

komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan para pelanggan. 

Dalam memberikan pelayanan, kesan yang baik dapat tercipta 

dari sikap pegawai yang ramah dalam memberikan pelayanan 

kepada pemohon (masyarakat). Selain itu adanya komunikasi dua arah 

antara masyarakat dengan petugas layanan akan menciptakan 

hubungan yang baik. 

Bapak (A), salah seorang warga Kelurahan Kumai Hilir 

(wawancara dilakukan pada tanggal 19 Mei 2014, di Kantor Kelurahan 

Kumai Hilir) menyampaikan: 

"Petugas layanan menjawab pertanyaan dengan baik, 
dan menjelaskan prosedur serta syarat-syarat pembuatan Surat 
Pengantar Akta Kelahiran dengan jelas sehingga 
mudah dipahami". 
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Perhatian terhadap masyarakat merupakan salah satu tugas pokok 

aparatur dalam kesehariannya, sehingga pemberian perhatian yang baik 

kepada para pemakai jasa layanan bukan sekadar melaksanakan tugas 

dan kewajiban saja. Sehingga proses pelayanan administrasi 

kependudukan dapat dilaksanakan lebih baik dan memuaskan 

bagi semua pengguna layanan. 

Gambar 4.12 Proses Pelayanan Administrasi Kependudukan 

Kemampuan dalam menjalin hubungan antara pelanggan 

dan petugas dinilai cukup baik oleh pelanggan, petugas berusaha dekat 

dengan pelanggan agar mereka dapat memahami apa yang dibutuhkan 

oleh pelanggan. 

lbu (S.P.), seorang warga Kelurahan Kumai Hilir dalam sebuah 

kesempatan wawancara tanggal 22 Mei 2014 menyampaikan: 
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"Petugas menunjukkan kesan yang baik dan tidak memandang 
siapa-siapa warga yang mengurus (administrasi kependudukan), 
selain itu petugas juga memberikan kesempatan pelayanan kepada 
yang lebih dulu datang". 

Hal berbeda disampaikan oleh Bapak (M.H.) (wawancara 

dilakukan pada tanggal 15 April 2014, di Areal Parkir Kantor 

Kelurahan Kumai Hilir): 

"Terkadang ada petugas yang lebih mementingkan pelanggan lain 
dengan alasan rasa pertemanan atau bahkan rasa kekeluargaan". 

Teori pelayanan yang dijelaskan Parasuraman tentang dirnensi 

empathy atau empati di mana petugas memberikan perhatian 

pribadi dan memahami kebutuhan pelanggan, harus diupayakan 

terus-menerus, yang apabila tidak direspon dengan baik oleh petugas, 

maka hal tersebut dapat membentuk citra negatif pelayanan publik 

di mata masyarakat. Petugas layanan hendaknya mengetahui 

bahwa pelayanan yang berkualitas merupakan pelayanan yang tidak 

membeda-bedakan status sosial masyarakat maupun hubungan 

kekerabatan dengan petugas layanan itu sendiri. 

e. Reliability (kehandalan), yakni kemampuan dan keandalan untuk 

menyediakan pelayanan yang terpercaya (pelayanan yang dijanjikan 

dengan segera dan memuaskan). 

Saat ini paradigma pelayanan telah mengalami perubahan 

paradigma yang mengarah kepada pengutamaan pelanggan. 

Bentuk-bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kualitas kehandalan 

berupa proses pelayanan yang cepat, sikap pelayanan yang utama 

dan menanamkan kepercayaan pada setiap konsumen. Kehandalan yang 

Tugas Akhir Program Mahasiswa (fAPM) 139 

16/41782.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

ditunjukkan sesuai dalam memberikan pelayanan kepada konsumen 

dan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen atas pelayanan yang 

diterima. Artinya, kehandalan dalam kualitas pelayanan, 

perlu dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga memberikan kepuasan 

bagi konsumen. Fokus dari setiap pelayanan harus bertumpu kepada 

kehandalan yang dimiliki dalam bersaing menurut standar-standar 

kelayakan pelayanan jasa. Aspek kehand~lan yang harus diperhatikan 

adalah proses pelayanan yang cepat, sikap pelayanan yang utama 

dan menanarnkan kepercayaan. 

Menurut Lurah Kumai Hilir, Bapak (S.S.) (wawancara dilakukan 

pada tanggal2 April2014, di Kantor Kelurahan Kumai Hilir): 

"Dalam setiap proses pelayanan kami selalu berusaha secepat 
dan seakurat mungkin, hal ini terus saya sampaikan kepada 
seluruh staf. Memang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa 
kelemahan, namun secara keseluruhan kegiatan pelayanan 
sudah berjalan". 

Bapak (H.W.) yang merupakan warga Kelurahan Kumai Hilir 

(wawancara dilakukan pada tanggal 15 April 2014, di halaman Kantor 

Kelurahan Kumai Hilir) menyampaikan: 

"Seharusnya pelayanan pembuatan Surat Pengantar Akta 
Kelahiran dapat selesai secara cepat, apalagi ini hanya pengantar, 
kenyataannya persyaratan yang diminta cukup merepotkan, 
saya harus balik lagi ke seberang (Kumai Seberang)". 

Sementara itu, Saudara (K), yang juga merupakan warga 

Kelurahan Kumai Hilir (wawancara dilakukan pada tanggal 11 April 

2014, di Areal Parkir Kantor Kelurahan Kumai Hilir) menyampaikan: 
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"Secara keseluruhan pelayanan administrasi kependudukan 
di sini cukup memuaskan, hanya saja pengurusannya dilakukan 
agak siang karena petugasnya kadang belum datang, 
sehingga cukup memakan waktu". 

Gambar 4.13 Proses Pelayanan Administrasi Kependudukan 

Tingkat kedisiplinan pegawai perlu ditingkatkan, salah satunya 

terkait dengan tingkat kedisiplinan pegawai dalam hal mentaati aturan 

jam kerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

warga yang merasakan pelayanan di kelurahan serta observasi yang 

peneliti lakukan bahwa tingkat kedisiplinan petugas pelayanan 

administrasi kependudukan di Kelurahan Kumai Hilir perlu lebih 

ditingkatkan lagi. Dari segi ketepatan waktu masuk kantor, 

masih belum dapat ditaati sepenuhnya oleh seluruh pegawai, 

dengan alasan sebagian besar pegawai Kelurahan Kotawaringin Hilir 

tidak berdomisili di kelurahan tersebut melainkan bertempat tinggal 

di lbukota Kabupaten (Pangkalan Bun) yang berjarak ± 16 Km 
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dari Kelurahan Kumai Hilir, sehingga sering terjadi keterlambatan 

masuk kantor. Walaupun warga yang merasakan pelayanan 

menyampaikan telah cukup puas, apabila hal seperti ini terns dibiarkan, 

maka akan menjadi kebiasaan yang kurang baik sehingga pelanggaran 

kedisiplinan waktu kerja semakin lama menjadi hal yang sulit untuk 

diperbaiki. Agar menjadi perhatian kembali kepada seluruh pegawai 

Kelurahan Kumai Hilir bahwa jam kelja yang telah ditentukan harus 

ditaati bersama. 

Secara umum, dalam pelaksanaan pelayanan administrasi 

kependudukan di Kelurahan Kumai Hilir, masyarakat menilai petugas 

telah memberikan pelayanan yang cukup memuaskan, dengan beberapa 

hal yang memang masih harus dibenahi. Hal tersebut dikarenakan 

petugas yang melayani di kantor Kelurahan telah cukup 

menguasai prosedur pelayanan administrasi serta pengoperasian 

peralatan komputer. 

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kelurahan yang tercantum 

dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 36 Tahun 2009, 

administasi kependudukan di Kelurahan Kumai Hilir meliputi 

Pembuatan Pengantar KTP, Pengantar Akta Kelahiran, Pengantar Surat 

Pindah, Pendatang, Surat Keterangan Domisili dan Surat Pengantar 

Keterangan Kematian. 
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I) Surat Pengantar Pembuatan KTP 

Pengurusan Surat Pengantar Pembuatan KTP sampai akhir 

Desember 20 I3 sebanyak 368 Jiwa dengan rincian 210 Jiwa 

berjenis kelamin Laki-laki dan 158 Jiwa perempuan, seperti pada 

Tabel 4.I 0 berikut: 

Tabel4.I 0 Rekapitulasi Pengantar Pembuatan KTP 

No. Bulan L p 
Jumlah Ket. Lbr/Jiwa Lbr/Jiwa 

I. Januari 15 12 27 
2. Februari 17 13 30 
3. Maret II 12 23 
4. April 29 20 49 
5. Mei 16 14 30 
6. Juni 21 I4 35 
7. Juli 17 10 27 
8. Agustus 20 19 39 
9. September IO 8 I8 
10. Oktober 17 10 27 
II. November 20 14 34 
12. Desember 17 12 29 

Total 210 158 368 

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Kumai Hilir Tahun 2013 

2) Pengantar Akta Kelahiran 

Pengurusan Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran 

sampai akhir Desember 2013 sebanyak 384 Jiwa dengan rincian 

196 Jiwa berjenis kelamin Laki-laki dan 188 Jiwa perempuan, 

seperti pada Tabel 4.1I berikut: 
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Tabel 4.11 Rekapitulasi Pengantar Akta Kelahiran 

No. Bulan L p 
Jumlah Ket. Lbr/Jiwa Lbr/Jiwa 

1. Januari 13 18 31 
2. Februari 17 16 33 
3. Maret 20 12 32 
4. April 20 11 31 
5. Mei 15 21 36 
6. Juni 20 18 38 
7. Juli 19 18 37 
8. Agustus 10 16 26 
9. September 17 11 28 
10. Oktober 15 15 30 
11. November 15 18 33 
12. Desember 15 14 29 

Total 196 188 384 

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Kumai Hilir Tahun 2013 

3) Surat Pengantar Pindah 

Pengurusan Surat Pengantar Pindah dari Kelurahan Kumai 

Hilir sampai akhir Desember 2013 sebanyak 189 Jiwa dengan 

rincian 110 Jiwa berjenis kelamin Laki-laki dan 79 Jiwa 

perempuan, seperti pada Tabel 4.12 berikut: 

Tabel4.12 Rekapitulasi Pengantar Pindah 

No. Bulan 
L p 

Jumlah Ket. 
Lbr/Jiwa Lbr/Jiwa 

1. Januari 12 9 21 
2. Februari 5 4 9 
3. Maret 14 5 19 
4. April 11 10 21 
5. Mei 8 4 12 
6. Juni 10 8 18 
7. Juli 8 6 14 
8. Agustus 5 1 6 
9. September 7 5 13 
10. Oktober 15 13 28 
11. November 9 7 16 
12. Desember 6 7 13 

Total 110 79 189 

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Kumai Hilir Tahun 2013 
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4) Pendatang 

Penduduk pendatang dari luar daerah ke Kelurahan Kumai 

Hilir sampai akhir Desember 2013 sebanyak 38 Jiwa dengan rincian 

21 Jiwa berjenis kelamin Laki-laki dan 17 Jiwa perempuan, 

seperti pada Tabel 4.13 berikut: 

Tabel4.13 Rekapitulasi Jumlah Pendatang 

No. Bulan 
L p 

Jumlah Ket. Lbr/Jiwa Lbr/Jiwa 
I. Januari - 2 2 
2. Februari - - -
3. Maret - - -
4. April 11 7 18 
5. Mei 2 1 3 
6. Juni 2 3 5 
7. Juli - 1 1 
8. Agustus 1 - 1 
9. September - 1 1 
10. Oktober - - -
11. November 5 2 7 
12. Desember - - -

Total 21 17 38 

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Kumai Hilir Tahun 2013 

5) Surat Pengantar Keterangan Kematian 

Pengurusan Surat Pengantar Keterangan Kematian 

di Kelurahan Kumai Hilir sampai akhir Desember 2013 sebanyak 

57 Jiwa dengan rincian 39 Jiwa betjenis kelamin Laki-laki 

dan 18 Jiwa perempuan, seperti pada Tabel 4.14 berikut: 
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Tabel 4.14 Rekapitulasi Pengantar Keterangan Kematian 

No. Bulan L p 
Jumlab Ket. Lbr/Jiwa Lbr/Jiwa 

1. Januari 2 2 4 
2. Februari 2 2 4 
3. Maret 1 1 2 
4. April 4 2 6 
5. Mei 2 3 5 
6. Juni 3 - 3 
7. Juli 4 2 6 
8. Agustus 2 2 4 
9. September 3 1 4 
10. Oktober 6 2 8 
11. November 9 1 10 
12. Desember 1 - 1 

Total 39 18 57 

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Kumai Hilir Tahun 2013 

6) Surat Keterangan Domisili 

Pengurusan Surat Keterangan Domisili di Kelurahan Kumai 

Hilir sampai akhir Desember pada tahun 2013 sebanyak 196 surat 

yang terdiri dari Domisili Perorangan sebanyak 192 surat, 

Domisili Perusahaan sebanyak 3 Surat dan Domisili Partai 1 Surat. 
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2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kumai Hilir 

a. Faktor Pendukung 

1) Faktor Kemampuan dan Keterampilan 

Menurut Moenir (2002:88) dalam bukunya yang berjudul 

"Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia", kemampuan yang 

dimaksud di sini adalah keadaan yang ditujukan pada sifat atau 

keadaan seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan atas 

ketentuan-ketentuan yang ada. Selanjutnya keterampilan adalah 

kemampuan melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan 

menggunakan anggota badan dan pengetahuan kerja yang tersedia. 

Seperti yang diungkapkan oleh Lurah Kumai Hilir, Bapak (S.S.) 

(wawancara dilakukan pada tanggal 2 April 2014, 

di Kantor Kelurahan Kumai Hilir): 

"Kami secara periodik terus berusaha untuk meningkatkan 
kemampuan petugas layanan kami. Keikutsertaan petugas 
dalam kegiatan diklat atau bimtek disesuaikan dengan 
tupoksinya masing-masing dan tidak dilaksanakan 
bersama-sama. Secara keseluruhan, hasil diklat memang 
belum semuanya dapat diterapkan di lapangan. 
Pemahaman akan pentingnya pelayanan publik baru sebagian 
dipahami, tetapi belum benar-benar dilaksanakan". 

Sementara itu, Bapak (H.W.) yang merupakan warga 

Kelurahan Kumai Hilir (wawancara dilakukan pada tanggal 

15 April 2014, di Halaman Kantor Kelurahan Kumai Hilir) 

menyampaikan: 
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"Kemampuan dan keterampilan petugas di sini sudah bagus, 
rata-rata bisa mengoperasikan komputer dan paham dengan 
alur-alur pelayanan kepada warga, hanya saja jumlah 
personelnya yang mungkin harus ditambah". 

Dengan adanya modal kemampuan dan keterampilan yang 

dimiliki oleh petugas layanan di Kelurahan Kumai Hilir, 

pelayanan dapat diselenggarakan dengan cukup baik. 

2) Faktor Organisasi 

Organisasi publik pada dasarnya tidak berbeda dengan 

organisasi pada umumnya, namun ada perbedaan sedikit dalam 

penerapannya, karena sasaran pelayanan ditujukan secara khusus, 

kepada manusia yang mempunyai dan kehendak multikompleks, 

oleh karena itu organisasi yang dimaksud di sini tidak semata-mata 

dalam perwujudan susunan organisasi, melainkan lebih banyak 

pada pengaturan dan mekanisme kerja yang seharusnya mampu 

menghasilkan pelayanan yang memadai. 

Hubungan kerja yang didasari dengan wewenang 

dan tanggung jawab, baik secara vertikal maupun horizontal 

menunjukan pola tertentu sebagai mekanisme kerja. Pembagian 

tugas, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab serta 

perwujudan tugas akan terlihat. Kinerja struktur organisasi dalam 

penyediaan layanan yang berkualitas akan dilihat dari pola 

koordinasi pembagian kerja. Seperti yang disampaikan oleh Bapak 

(S.S.), Lurah Kumai Hilir (wawancara dilakukan pada tanggal 

2 April2014, di Kantor Kelurahan Kumai Hilir): 
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"Pelayanan yang dilakukan oleh kelurahan terbagi ke dalam 
beberapa seksi, yaitu Seksi Tata Pemerintahan, 
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, 
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial serta Seksi 
Pelayanan Umum. Untuk pelayanan administrasi 
kependudukan dilakukan di Seksi Tata Pemerintahan. 
Dalam pelaksanaan tugasnya, tiap seksi memiliki tugas 
pokok dan fungsinya masing-masing, dalam mendukung 
pelayanan secara umum kepada masyarakat". 

Kelurahan merupakan salah satu ujung tombak pelayanan 

kepada masyarakat, maka dari itu sebagai salah satu badan yang 

berorientasi kepada pelayanan, Lurah selaku pimpinan memberikan 

pengarahan kepada seluruh pegawai agar beketja untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hal ini 

selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak (R.S.), Kepala Seksi 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum (wawancara dilakukan pada 

tanggal 15 April2014, di Kantor Kelurahan Kumai Hilir): 

"Pengarahan dalam hal pelayanan sering disampaikan Beliau 
(Lurah), baik di forum rapat maupun sedang santai. 
Intinya, kami terns diminta untuk memberikan pelayanan 
yang terbaik kepada masyarakat". 

Kantor Kelurahan Kumai Hilir memiliki mekanisme ketja 

organisasi yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari sifat 

kepemimpinan dari pimpinan, struktur organisasi, serta mekanisme 

kerja yangjelas antar seksi di dalamnya. 

b. Faktor Penghambat 

1) Keterbatasan Sumber Day a Man usia 

Untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan 

di Kelurahan Kumai Hilir, harus didukung dengan SDM yang 

memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Seperti yang 
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disampaikan oleh Bapak (S.S.), Lurah Kumai Hilir 

(wawancara dilakukan pada tanggal 2 April 2014, di Kantor 

Kelurahan Kumai Hilir): 

"Petugas kami dari segi kemampuan maupun keterampilan 
dalam memberikan pelayanan sebenamya sudah lumayan, 
hanya saja jumlahnya yang terbatas. Ketika warga yang akan 
mengurus administrasi kependudukan datang dalam jumlah 
yang banyak, biasanya Kami agak kerepotan, 
belum lagi desakan warga yang ingin cepat selesai, 
sehingga hal ini dapat menghambat proses pelayanan 
kepada masyarakat". 

Kelurahan Kumai Hilir masih kekurangan petugas untuk 

membantu proses penyelesaian pelayanan administrasi 

kependudukan, serta tingkat kedisiplinan pegawai yang masih 

harus ditingkatkan. Apabila tidak cepat dibenahi, hal ini dapat 

mengakibatkan penyelesaian berkas yang cukup memakan waktu. 

2) Faktor Sarana dan Prasarana 

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas 

dan fungsinya dalam memberikan pelayanan tentunya juga 

dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Yang dimaksud sarana 

dan prasarana menurut Moenir (2002:88) adalah segala jenis 

peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi 

sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, 

dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang 

yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi 

kependudukan di Kelurahan Kumai Hilir terdapat kendala dalam 

hal sarana dan prasarana. 
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Seperti yang disampaikan oleh Lurah Kumai Hilir, Bapak 

(S.S.) (wawancara dilakukan pada tanggal 2 April 2014, 

di Kantor Kelurahan Kumai Hilir): 

"Fasilitas penunjang kegiatan pelayanan yang sering 
dikeluhkan oleh warga antara lain tempat parkir yang tidak 
teduh, kursi ruang tunggu yang jumlahnya kurang memadai, 
ketiadaan papan informasi dll. Kami telah mengusulkan 
pengadaan fasilitas-fasilitas tersebut di tahun 2013, 
namun belum terealisasi sampai dengan sekarang". 

Bukti fisik (sarana dan prasarana) dalam kualitas pelayanan 

sangat penting dalam meningkatkan kepuasan konsumen 

atas pelayanan yang diterima. 

3) Tingkat Kesadaran 

Tingkat kesadaran dari petugas untuk menjalankan tugas 

dengan sebaik-baiknya, harus terus dipupuk demi kelancaran 

proses pelayanan publik kepada masyarakat. Kesadaran yang 

tumbuh dari dalam diri petugas layanan, merupakan sesuatu yang 

mutlak sebagai bentuk tanggung jawab yang diembannya. 

Kelurahan Kumai Hilir sebagai penyedia layanan Surat Pengantar 

Administrasi Kependudukan juga berupaya meningkatkan 

kesadaran masyarakat pengguna layanan melalui kegiatan 

sosialisasi, baik secara formal maupun informal, namun dalam 

kapasitas yang masih terbatas, akibat dari terbatasnya anggaran. 

Seperti yang disampaikan oleh Bapak (S.I.H.), Kepala Seksi 

Tata Pemerintahan Kelurahan Kumai Hilir (wawancara dilakukan 

pada tanggal 15 April 2014, di Kantor Kelurahan Kumai Hilir) 

menyampaikan: 
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"Kegiatan sosialisasi agak sulit dilakukan karena adanya 
keterbatasan anggaran yang masih menginduk 
ke kecamatan selaku SKPD dari kelurahan, namun sosialisasi 
tentang administrasi kependudukan tetap Kami upayakan 
sebisa mungkin, hal ini dikarenakan masyarakat masih belum 
sepenuhnya memahami akan pentingnya melakukan 
pengurusan administrasi kependudukan". 

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak (S) yang 

merupakan Ketua R.T. 3 Kelurahan Kumai Hilir (wawancara 

dilakukan pada tanggal 15 April 2014, di Kantor Kelurahan 

Kumai Hilir): 

"Dalam hal pengurusan administrasi kependudukan, warga 
cenderung melakukan pengurusan ketika berkas tersebut 
benar-benar diperlukan atau menjadi syarat dalam 
pengurusan lainnya, misalnya syarat minjam di bank, 
syarat umrah, syarat mendapatkan raskin dll". 

Gambar 4.14 Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan 
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Gambar 4.15 Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan 

Kesadaran bersama antara petugas dan masyarakat akan 

pentingnya tertib administrasi kependudukan harus terns 

ditingkatkan agar proses pelayanan publik dapat berjalan 

dengan lancar. 

C. Pembahasan Basil Penelitian 

1. Indikator Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan 

di Kelurahan Kumai Hilir 

lndikator-indikator yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah responsiveness, assurance, tangibles, emphaty dan reliability. 

Indikator-indikator tersebut merupakan ukuran dalam mencapai suatu 

pelayanan yang berkualitas dalam konteks ini adalah pelayanan 

administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh aparatur Kelurahan 

Kumai Hilir. Indikator-indikator inilah yang dijadikan tolak ukur peneliti 
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dalam melakukan proses penelitian mengenai kualitas pelayanan 

administrasi kependudukan. Indikator-indikator tersebut juga membantu 

peneliti dalam proses wawancara kepada informan baik itu terkait dengan 

aparatur maupun dengan masyarakatnya, sehingga dengan menggunakan 

indikator tersebut, proses penelitian menjadi lebih terarah dan jelas serta 

dengan hasilnya kita dapat mengetahui apakah pelayanan administrasi 

kependudukan di Kelurahan Kumai Hilir sudah berkualitas atau belum. 

Parasuraman, Berry, dan Zeithaml mengemukakan konsep kualitas 

layanan yang berkaitan dengan kepuasan ditentukan oleh lima unsur 

yang biasa dikenal dengan istilah kualitas layanan "RATER" 

(responsiveness, assurance, tangibles, empathy dan reliability). Konsep 

kualitas layanan "RATER" intinya adalah membentuk sikap dan perilaku 

dari pengembang pelayanan untuk memberikan bentuk pelayanan yang 

kuat dan mendasar, agar mendapat penilaian sesuai dengan kualitas 

layanan yang diterima. 

Inti dari konsep kualitas layanan adalah menunjukkan segala bentuk 

aktualisasi kegiatan pelayanan yang memuaskan orang-orang yang 

menerima pelayanan sesuai dengan daya tanggap (responsiveness), 

menumbuhkan adanya jaminan (assurance), menunjukkan bukti fisik 

(tangibles) yang dapat dilihatnya, menurut empati (empathy) 

dari orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai dengan 

kehandalannya (reliability) menjalankan tugas pelayanan yang diberikan 

secara konsekuen untuk memuaskan yang menerima pelayanan. 
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Berdasarkan inti dari konsep kualitas layanan "RATER" kebanyakan 

organisasi kerja yang menjadikan konsep ini sebagai acuan 

dalam menerapkan aktualisasi layanan dalam organisasi kerjanya, 

dalam memecahkan berbagai bentuk kesenjangan (gap) atas berbagai 

pelayanan yang diberikan oleh pegawai dalam memenuhi tuntutan 

pelayanan masyarakat. Berdasarkan data basil penelitian di atas, maka 

aktualisasi konsep "RATER" di Kelurahan Kumai Hilir antara lain: 

a. Responsiveness dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan 

di Kelurahan Kumai Hilir 

Indikator pertama dalam melihat kualitas pelayanan administrasi 

kependudukan di Kelurahan Kumai Hilir adalah responsiveness 

atau daya tanggap, responsiveness merupakan keinginan para staf 

untuk membantu para masyarakat dan memberikan pelayanan yang 

cepat dan tanggap terhadap keinginan konsumen. 

Dalam hal ini diperlukan adanya kesigapan dari aparatur dalam 

menangani keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu dalam indikator 

responsiveness, peneliti menggunakan indikator ketanggapan petugas 

layanan dalam memproses produk layanan dan menindaklanjuti 

keluhan masyarakat. Berbagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh 

Kelurahan Kumai Hilir tentunya mengharapkan adanya daya tanggap 

atas kualitas pelayanan yang diberikan sesuai tingkat kepuasan 

konsumen. Sangat wajar bahwa dalam pemberian pelayanan, 

warga berharap petugas yang menyenangkan, cakap dalam pelayanan, 

serta menciptakan respon yang positif sebagai respon timbal balik. 
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Dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa, 

masyarakat Kelurahan Kumai Hilir masih mengeluhkan lambannya 

proses penyelesaian Surat Pengantar Administrasi Kependudukan 

dan mengharapkan ke depannya hal tersebut dapat diperbaiki lagi, 

hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Moenir 

(2006:41-44) pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat adalah 

adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan 

yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadangkala dibuat-buat. 

Pada dasamya proses pelayanan harus cepat dan lebih cepat 

lebih baik, kalau tidak cepat akibatnya data berganda seperti surat 

tertumpuk, kemungkinan hilang atau terselip, penangan masalah 

menjadi terlambat. Karena itu melayani berarti aparat berperilaku 

secara cepat dalam memberikan layanan, dan masyarakat 

tidak berlama-lama menunggu untuk memperoleh layanan. 

Namun demikian aparat harus menyesuaikannya dengan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku. 

Sementara itu, untuk aspek daya tanggap pelayanan, masyarakat 

juga masih mengeluhkan masalah bolak-balik dalam pengurusan surat 

pengantar, yang memang di dalamnya terdapat tanda tangan dari 

Ketua RT. Masyarakat berharap pengurusan administrasi 

kependudukan dapat dilakukan dalam satu kali berangkat, 

terutama masyarakat yang berada di Kumai Seberang, 

karena terkendala waktu dan biaya, sementara pihak petugas 

mengatakan bahwa hal tersebut sudah merupakan prosedur yang 
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harus dilaksanakan, sehingga prosedur lama tetap dilakukan. 

Ketika peneliti bertanya kepada Lurah Kumai Hilir, apakah blanko 

Surat Pengantar dapat dititipkan ke masing-masing Ketua R.T untuk 

lebih mendekatkan rantai pengurusan surat kepada masyarakat, 

Lurah Kumai Hilir mengatakan kalau hal tersebut belum pemah 

dilakukan di Kelurahan Kumai Hilir. Menurut (Parasuraman, 

2001 :52), tuntutan pelayanan yang menyikapi berbagai keluhan dari 

bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan menjadi suatu respek positif 

dari daya tanggap pemberi pelayanan dan yang menerima pelayanan. 

Terkait dengan biaya pelayanan, berdasarkan basil wawancara 

dengan Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Kumai Hilir, 

diketahui bahwa, sejak awal tahun 2014 pelayanan 

administrasi kependudukan telah digratiskan, sesuai dengan amanah 

UU. No. 24 Tahun 2013, dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran 

Mendagri No. 470/327/SJ tentang Perubahan Kebijakan dalam 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta Surat Edaran 

Mendagri No. 900/326/SJ tanggal 17 Januari 2014 tentang 

Larangan Pungutan Uang dalam Memberikan Pelayanan 

Administrasi Kependudukan. 

b. Assurance dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan 

di Kelurahan Kumai Hilir 

Indikator kedua dalam melihat kualitas pelayanan administrasi 

kependudukan di Kelurahan Kumai Hilir adalah assurance 

atau jaminan, assurance merupakan kemampuan, keramahan, 
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dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, 

risiko, atau keraguan. Adanya kelalaian petugas layanan dalam 

menginput data-data pemohon, sehingga menyebabkan kesalahan 

pada Surat-Surat Pengantar, seperti nama, tanggal lahir, ataupun data 

lainnya dapat menyebabkan kerugian bagi pelanggan, 

walaupun intensitasnya kecil. 

Dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa, 

warga Kelurahan Kumai Hilir berharap Surat Pengantar yang 

diterbitkan oleh Kelurahan agar diteliti kembali redaksionalnya agar 

dalam pengurusan selanjutnya persyaratan telah lengkap, 

sehingga tidak bolak-balik lagi ke kelurahan. Ketepatan sebagai 

dimensi kualitas pelayanan publik berkaitan dengan kewajiban 

dan pemenuhan janji, tujuan yang ingin dicapai, sasaran atau 

obyek yang menjadi fokus perhatian, keinginan atau kepentingan 

yang ingin diperoleh, prosedur yang dilalui, maupun waktu yang 

dibutuhkan dalam pelayanan. Pemenuhan janji akan menjaga 

kepercayaan publik terhadap kerja aparatur yang memberikan 

pelayanan termasuk lembaganya. Menurut Surjadi (2009:46), 

"Ketepatan dalam berbagai aspek yaitu: aspek waktu, biaya prosedur, 

sasaran, kualitas maupun kuantitas serta kompetensi petugas". 

Ketepatan dalam pelayanan berarti pelayanan publik yang diberikan 

oleh aparat kepada masyarakat harus persis, tidak kurang dan tidak 

lebih, sesuai dengan janji. Hal ini dapat dilihat melalui produk 

dan proses layanan. Dari sisi produk, maka layanan yang tersedia 
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mesti sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika masyarakat 

membutuhkan KTP, maka aparat pemerintahan wajib menerbitkan 

KTP tersebut. Dilihat dari sisi proses maka layanan hams memenuhi 

standar pelayanan yang ada. Aspek ini terkait erat dengan jadwal, 

tempat, prosedur, persyaratan, dan pembiayaan sesuatu layanan. 

Sikap keterbukaan dari petugas layanan terhadap berbagai hal 

yang berkaitan dengan pelayanan mutlak diperlukan. Misalnya 

menyangkut prosedur, sebaiknya dipasang di dinding dalam mang 

pelayanan, sehingga dengan mudah masyarakat mengetahui alur 

pengumsan. Di samping itu juga hams ditunjang dengan kemampuan 

petugas layanan dalam memberikan penjelasan terhadap berbagai 

pertanyaan pelanggan dengan sikap ramah dan terbuka. Hanya saja 

masih perlu ditingkatkan lagi dalam hal kecermatan memberikan 

pelayanan, temtama dalam hal pengimputan data-data pemohon. 

c. Tangibles dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan 

di Kelurahan Kumai Hilir 

Indikator ketiga dalam melihat kualitas pelayanan administrasi 

kependudukan di Kelurahan Kumai Hilir adalah tangibles atau bukti 

langsung, tangibles mempakan kualitas pelayanan bempa fasilitas 

fisik perkantoran, perlengkapan, kebersihan, dan sarana komunikasi, 

mang tunggu, tempat informasi dll. Penampilan dan kemampuan 

sarana dan prasarana fisik serta keadaan lingkungan sekitamya adalah 

bukti nyata dari pelayanan yang diberikan penyedia. 
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Pengertian bukti fisik dalam kualitas layanan adalah bentuk 

aktualisasi nyata secara fisik dapat terlihat atau digunakan oleh 

pegawai sesuai dengan penggunaan dan pemanfaatannya yang dapat 

dirasakan membantu pelayanan yang diterima oleh orang yang 

menginginkan pelayanan, sehingga puas atas pelayanan yang 

dirasakan, yang sekaligus menunjukkan prestasi kerja atas pemberian 

pelayanan yang diberikan (Parasuraman, 2001:32). 

Dengan demikian tangibles dilihat dari perspektif pemerintahan 

adalah pengabdian dari pemerintah kepada masyarakat yang terwujud 

dalam suatu pelayanan yang diberikan, di mana tangibles meliputi 

fasilitas fisik, peralatan, personel, dan media komunikasi seperti 

kondisi gedung, komputer, printer, dan lain sebagainya yang 

berhubungan dengan sarana dan prasarana. 

Bentuk-bentuk pemberian kualitas pelayanan sebagai bukti fisik 

yang diberikan oleh Kelurahan Kumai Hilir secara operasional 

tercermin dari ketersediaan alat-alat, perlengkapan-perlengkapan yang 

digunakan oleh petugas layanan dalam pelayanan administrasi 

kependudukan. Terlihat bukti fisik yang ditunjukkan sesuai 

penerapannya dalam memberikan pelayanan kepada konsumen 

dan berhubungan dengan kepuasan konsumen atas pelayanan yang 

diterima. Artinya bukti fisik dalam kualitas pelayanan, sangat penting 

dalam meningkatkan kepuasan konsumen atas pelayanan 

yang diterima. 
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Dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa di Kantor 

Kelurahan Kumai Hilir terdapat sebuah gedung utama sekaligus 

tempat pelayanan dan aula yang masih dalam tahap perbaikan serta 

beberapa peralatan pelayanan seperti meja, kursi, komputer, printer 

dll. Ruang tunggu yang besar tidak dilengkapi dengan jumlah kursi 

tunggu yang memadai, akibatnya masyarakat yang memerlukan 

pelayanan sebagian besar menunggu sambil berdiri dan tidak adanya 

papann informasi alur pengurusan administrasi kependudukan. 

Seperti pendapat Moenir (2002:88) dalam bukunya yang berjudul 

"Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia", salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi pelayanan adalah faktor sarana dan prasarana. 

Sarana pelayanan yang dimaksud di sini adalah segala jenis 

pelayanan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi 

sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, 

dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang 

sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu. 

d. Emphaty dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan 

di Kelurahan Kumai Hilir 

Indikator keempat dalam melihat kualitas pelayanan 

administrasi kependudukan di Kelurahan Kumai Hilir adalah emphaty 

atau empati, emphaty merupakan sikap tegas tetapi penuh perhatian 

terhadap konsumen, sehingga memudahkan dalam melakukan 

hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan 

para pelanggan. 
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Fokus perhatian dari empati adalah adanya kepedulian dan 

perhatian yang tulus dalam memberikan pelayanan dari aparatur 

kepada masyarakat. Sehingga terjalin hubungan yang kondusif antara 

aparatur dengan masyarakat dalam hal ini adalah petugas layanan 

dengan warga masyarakat. Dengan demikian dalam menilai indikator 

emphaty, peneliti menggunakan sub indikator adanya perhatian 

kepada masyarakat dan adanya penjelasan yang tepat terhadap 

keluhan masyarakat. 

Perhatian terhadap masyarakat merupakan tugas pokok para 

aparatur dalam kesehariannya dengan memberikan perhatian yang 

baik kepada pemakai jasa layanan tidak hanya sekadar melaksanakan 

tugas dan kewajiban saja. Memberi kejelasan yang tepat merupakan 

salah satu dari upaya untuk memuaskan masyarakat sebagai pengguna 

layanan. Untuk itu maka masyarakat akan mengerti dengan 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi aparat dalam menjalankan tugasnya 

sehingga masyarakat tidak banyak mengeluh dan dapat memaklumi 

apabila terjadi keterlambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh aparat. 

Hasil pengamatan diketahui bahwa warga Kelurahan Kumai 

Hilir berharap petugas layanan kelurahan bersikap ramah saat 

melayani masyarakat {pengguna layanan), hal ini selaras dengan Teori 

pelayanan yang dijelaskan Parasuraman tentang dimensi empathy atau 

empati di mana petugas memberikan perhatian pribadi dan memahami 

kebutuhan pelanggan, harus diupayakan terus-menerus, yang apabila 

tidak direspon dengan baik oleh petugas, maka hal tersebut dapat 
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membentuk citra negatif pelayanan publik di mata masyarakat. 

Petugas layanan hendaknya mengetahui bahwa pelayanan yang 

berkualitas merupakan pelayanan yang tidak membeda-bedakan status 

sosial masyarakat maupun hubungan kekerabatan dengan petugas 

layanan itu sendiri. 

e. Reliability dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan 

di Kelurahan Kumai Hilir 

Indikator kelima dalam melihat kualitas pelayanan administrasi 

kependudukan di Kelurahan Kumai Hilir adalah reliability 

atau kehandalan, reliability merupakan kemampuan dan keandalan 

untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya (pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera dan memuaskan). 

Paradigma pelayanan telah mengalami perubahan paradigma 

yang mengarah kepada pengutamaan pelanggan. Bentuk-bentuk 

pelayanan yang berkaitan dengan kualitas kehandalan berupa proses 

pelayanan yang cepat, sikap pelayanan yang utama dan menanamkan 

kepercayaan pada setiap konsumen. Kehandalan yang ditunjukkan 

sesuai dalam memberikan pelayanan kepada konsumen 

dan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen atas pelayanan yang 

diterima. Artinya, kehandalan dalam kualitas pelayanan, 

perlu dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga memberikan kepuasan 

bagi konsumen. Fokus dari setiap pelayanan harus bertumpu kepada 

kehandalan yang dimiliki dalam bersaing menurut standar-standar 

kelayakan pelayanan jasa. Aspek kehandalan yang harus diperhatikan 
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adalah proses pelayanan yang cepat, sikap pelayanan yang utama 

dan menanamkan kepercayaan. 

Dari basil wawancara dan observasi diketahui bahwa dalam 

pelaksanaan pelayanan administrasi kependuduk di Kelurahan Kumai 

Hilir, masyarakat menilai petugas telah memberikan pelayanan yang 

cukup memuaskan. Hal tersebut dikarenakan petugas yang melayani 

di kantor Kelurahan telah cukup menguasai prosedur pelayanan 

administrasi serta pengoperasian peralatan komputer, hal ini selaras 

dengan pendapat (Parasuraman, 2001:101), Inti pelayanan kehandalan 

adalah setiap pegawai memiliki kemampuan yang handal, mengetahui 

mengenai seluk belum prosedur kerja, mekanisme ketja, memperbaiki 

berbagai kekurangan atau penyimpangan yang tidak sesuai 

dengan prosedur ketja dan mampu menunjukkan, mengarahkan 

dan memberikan araban yang benar kepada setiap bentuk pelayanan 

yang belum dimengerti oleh masyarakat, sehingga memberi dampak 

positif atas pelayanan tersebut yaitu pegawai memahami, menguasai, 

handal, mandiri dan profesional atas uraian kerja yang ditekuninya. 

Hanya saja tingkat kedisiplinan pegawai perlu ditingkatkan, 

salah satunya terkait dengan tingkat kedisiplinan pegawai dalam 

mentaati aturanjam ketja yang telah ditetapkan. 
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2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kumai Hilir 

a. Faktor Pendukung 

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan 

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi itu sendiri dengan aturan pokok dan tata 

cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik atau pelayanan umum 

dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam 

bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya 

menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah 

di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau 

Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan (Ratminto, 2005:2). Menurut Batinggi 

(1998:12), pelayanan publik dapat diartikan sebagai perbuatan atau 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal 

yang diperlukan masyarakat atau khalayak umum. Dengan demikian, 

kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik 

yang menjadi hak setiap warga negara. Sedangkan menurut 

Agung Kurniawan dalam Harbani (2007:128), pelayanan publik 

adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau 

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 
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Pelayanan publik merupakan pemberian layanan keperluan 

orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi 

itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan kegiatan 

dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. 

Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan 

agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya 

negara dalam hal ini bukan pemerintah (birokrat) haruslah dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah 

kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang 

sebenarnya diharapkan oleh masyarakat. 

Hasil wawancara di Kelurahan Kumai Hilir diketahui bahwa, 

faktor kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh petugas 

layanan di pelayanan administrasi kependudukan menjadi salah satu 

faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan publik. Seperti yang 

disampaikan Lurah Kumai Hilir bahwa peningkatan kemampuan dan 

keterampilan petugas layanan dilakukan melalui keikutsertaan dalam 

kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun bimbingan teknis 

(bimtek) terkait:, sehingga kemampuan petugas dalam memberikan 

pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dapat dimaksimalkan. 

Hal ini senada dengan pendapat yang disampaikan Moenir (2002:88) 

dalam bukunya yang berjudul "Manajemen Pelayanan 

Umum di Indonesia", salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

pelayanan adalah faktor kemampuan dan keterampilan, 
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kemampuan yang dimaksud di sini adalah keadaan yang ditujukan 

pada sifat atau keadaan seseorang dalam melaksanakan tugas atau 

pekerjaan atas ketentuan-ketentuan yang ada. Selanjutnya 

keterampilan adalah kemampuan melaksanakan tugas atau pekerjaan 

dengan menggunakan anggota badan dan pengetahuan kerja yang 

tersedia. Dengan pengertian ini dapat dijelaskan bahwa keterampilan 

lebih banyak menggunakan unsur anggota badan dari pada unsur lain. 

Menurut konsep internal marketing Kotler dalam Lupiyoadi (2001), 

salah satu strategi dalam meningkatkan sumber daya manusia 

yaitu Training, program yang ditujukan bagi sumber daya manusia 

perusahaan berupa pemberian informasi pengetahuan dasar mengenai 

strategi kerja, sikap, kemampuan, baik berkomunikasi maupun 

pemasaran jasa serta memahami konsumen. Kepala Seksi Tata 

Pemerintahan Kelurahan Kumai Hilir menyampaikan bahwa 

peningkatan SDM menuju pelayanan yang berkualitas dilakukan 

terus-menerus. Hal ini selaras dengan yang disampaikan Sanapiah 

(1990), untuk membentuk sosok SDM aparatur yang berkualitas 

diperlukan waktu dan proses yang lama serta upaya yang 

berkesinambungan. Manajemen kepegawaian perlu dibenahi, diawali 

dengan melakukan pola rekrutmen yang benar sesuai dengan 

peraturan dan berdasarkan kompetensi. Demikian pula dalam 

pengembangan pegawai, Penilaian Prestasi Kerja (PPK), 

pola karier, penggajian, promosi, pemberhentian dan sebagainya. 

Berbagai upaya perubahan itu perlu dilakukan dengan komitmen 
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dan konsistensi yang tinggi. Selain itu diperlukan faktor pendukung 

untuk dapat membentuk aparatur yang memiliki kompetensi tinggi. 

Faktor lainnya adalah faktor organisasi, sebagai wadah yang 

menaungi pelaksanaan pelayanan untuk menghasilkan pelayanan 

yang memadai. Kantor Kelurahan Kumai Hilir memiliki mekanisme 

kerja organisasi yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari sifat 

kepemimpinan dari pimpinan, struktur organisasi, serta mekanisme 

kerja yang jelas antar seksi. Seperti pendapat Moenir (2002:88) 

dalam bukunya yang berjudul "Manajemen Pelayanan Umum 

di Indonesia", salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan 

adalah faktor organisasi. Organisasi publik pada dasarnya 

tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya, namun ada 

perbedaan sedikit dalam penerapannya, karena sasaran pelayanan 

ditujukan secara khusus, kepada manusia yang mempunyai 

dan kehendak multikompleks, oleh karena itu organisasi yang 

dimaksud di sini tidak semata-mata dalam perwujudan susunan 

organisasi, melainkan lebih banyak pada pengaturan dan mekanisme 

kerjanya yang harus mampu menghasilkan pelayanan yang memadai. 

Di sisi lain, menurut (Syamsi lbnu, 1983:9), "Organisasi dipahami 

merupakan segenap proses kegiatan menetapkan dan membagi 

pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan wewenang, 

tugas dan tanggung jawab serta penetapan hubungan antar unit 

atau pejabatnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu". 
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Apabila diimplementasikan pada organisasi Pemerintah Daerah, 

maka dapat dilakukan analog bahwa dalam lingkungan organisasi 

Pemerintah Daerah otonomi Kabupaten, terdapat beberapa aspek yang 

sangat menentukan dalam peningkatan mutu pelayanan publik, 

sebagai berikut: 

1) Adanya perangkat-perangkat organisasi dari suatu 

Pemerintah Daerah dan unit-unit organisasinya dengan segala 

kelengkapan kantor dan peralatan yang dibutuhkan, pada posisi 

dan keadaan yang mudah terjangkau, sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat 

2) Adanya sistem dan proses pemberian pelayanan yang dibangun 

menyertai dan inheren dalam struktur dan tata laksana organisasi 

Pemerintah Daerah 

3) Adanya sumber daya manusia pegawai yang terlatih dengan 

ketrampilan dan perilaku yang kondusif untuk memberikan 

pelayanan publik yang bermutu. 

Kaitan antara ketiga aspek yang dibutuhkan sebagai penentu 

mutu pelayanan publik tadi pada dasarnya merupakan aspek-aspek 

utama yang terkandung dalam organisasi Pemerintah Daerah. 

Aspek yang ke (1) dan (2) merupakan bagian dari penataan 

organisasi. Itulah sebabnya maka penataan orgamsast Pemerintah 

Daerah dengan penataan sistem dan prosedur pelayanan, 

serta pembinaan perilaku pegawai merupakan kebijakan yang harus 
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dilakukan dalam peningkatan mutu pelayanan publik pada daerah 

otonomi Kabupaten. 

Formalisasi menurut Dessler (1986: 193) berbentuk 

(1) Formalization by job, (2) Formalization by work flow, 

(3) Formalization by rules, dan (4) Formalization by structure, 

Prayudi ( 1996: 1 08) mengemukakan pula bahwa formalisasi dilakukan 

dengan regulasi, dan prosedur, dan standarisasi. Formalisasi juga 

menyangkut penyusunan uraian tugas pokok dan tugas jabatan dalam 

organisasi, dan pada akhimya dapat dikemukakan pula bahwa bentuk 

formalisasi dalam struktur organisasi akan membentuk proses 

pemberian perilaku organisasi. 

Berbagai gejala perilaku yang negatif dalam pemberian 

pelayanan publik, harus ditangani melalui pembinaan perilaku 

organisasi, agar perilaku organisasi yang terbentuk adalah 

perilaku yang positif, dalam arti perilaku yang mendukung 

terwujudnya pelayanan publik yang bermutu. Keberhasilan proses 

pembinaan perilaku organisasi akan memperkuat budaya 

organisasi yang pada akhimya akan meningkatkan mutu 

pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

Bentuk pelayanan publik pada Pemerintah Daerah lebih banyak 

bersentuhan dengan perilaku pegawai yang merupakan faktor penentu 

perilaku organisasi. Oleh sebab itu, terwujudnya perilaku organisasi 

yang positif akan menentukan baik atau buruknya mutu pelayanan 

publik pada organisasi Pemerintah Daerah. 
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Secara konkret, pembinaan perilaku organisasi pemerintah 

daerah dilakukan dengan beberapa kegiatan nyata sebagai berikut: 

1) Memperjelas uraian tugas dalam struktur organisasi, sehingga 

semua pemangku jabatan tugas mengerti dan mengetahui tugas 

pokoknya, tugas pokok orang lain, arah koordinasi dan integrasi 

dalam struktur dengan jelas 

2) Mengembangkan norma-norma organisasi yang hidup 

dan dipedomani dalam organisasi ditaati dan eksis dalam 

instruksi internal organisasi 

3) Membudayakan nilai-nilai dan norma organisasi tersebut, 

dengan menebarkan prinsip reward and punishment 

yang seim bang 

4) Menciptakan iklim kerja yang memberikan harapan positif 

dan kondusif serta berfungsi sebagai aspek motivasi yang 

kuat bagi organisasi 

5) Membangun pola sistem payment yang berbasis kinerja secara 

adil dan proporsional sehingga tercipta rasa keadilan yang 

berdasarkan bobot tugas birokrasi 

6) Membangun pola karier yang transparan, fair dan adil 

yang akan memberi harapan bagi seluruh aparat birokrasi 

Pemerintah Daerah untuk meningkatkan proporsionalisme 

dalam pengembangan kariemya. 
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Dari hasil wawancara penelitian di lapangan diketahui bahwa 

Pelayanan yang dilakukan oleh kelurahan terbagi ke dalam beberapa 

seksi, yaitu Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial 

serta Seksi Pelayanan Umum. Untuk pelayanan administrasi 

kependudukan dilakukan di Seksi Tata Pemerintahan. 

Dalam pelaksanaan tugasnya, tiap seksi memiliki tugas pokok 

dan fungsinya masing-masing, dalam mendukung pelayanan secara 

umum kepada masyarakat. Pola koordinasi dalam pembagian kerja 

sudah jelas di mana masing-masing seksi sudah memiliki tugas pokok 

dan fungsinya (tupoksi) masing-masing. 

b. Faktor Penghambat 

Dwiyanto (20 1 0:2) pelayanan publik sebenamya memiliki 

kisaran yang sangat luas, yaitu mencakup pelayanan untuk memenuhi 

kebutuhan barang publik, kebutuhan dan hak dasar, kewajiban 

pemerintah, dan komitrnen nasional. Setiap implementasi kebijakan 

tentunya mengandung risiko kegagalan, Hogwood dan Gunn dalam 

Abdul Wahab (2008:61-62) telah membagi pengertian kegagalan 

kebijakan (policy failure) dalam dua kategori, yakni: 

non-implementation (tidak bisa terimplementasikan), artinya bahwa 

suatu kebijaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, 

mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaanya 

tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, 

bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai 
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permasalahan. Unsuccessful implementation (implementasi tidak 

berhasil), artinya manakala suatu kebijaksanaan tertentu telah 

dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi 

ekstemal yang temyata tidak menguntungkan, maka kebijaksanaan 

tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau basil 

akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijaksanaan yang memiliki 

risiko untuk gagal terse but disebabkan faktor-faktor berikut: 

pelaksanaannya yang buruk (bad execution) dan kebijakan itu 

bemasib jelek (bad luck). Menurut Parasuraman, Zeithaml dan Berry 

dalam Tjiptono (2007:145) menyatakan ada lima kesenjangan (gap) 

dalam proses pelayanan, yaitu: 

I. Gap antara harapan konsumen dan pendapat manajemen 

2. Gap antara pendapat manajemen tentang harapan konsumen 

dan spesiftkasi kualitas jasa 

3. Gap antara spesifikasi kualitasjasa dan penyampaianjasa 

4. Gap antara penyampaian jasa aktual dan komunikasi ekstemal 

kepada konsumen pengguna jasa 

5. Gap antarajasa yang diharapkan danjasa aktual yang diterima. 

Gap-gap ini timbul akibat adanya perbedaan antara kinerja 

pelayanan yang diterima pada konsumen pengguna jasa dan kinerja 

pelayanan yang diharapkan atau kepentingan konsumen pengguna 

jasa, perbedaan tersebut muncul disebabkan adanya beberapa 

faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pelayanan 

publik, yang antara lain keterbatasan sumber daya manusia. 
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Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan diketahui 

adanya kekurangan petugas untuk membantu proses penyelesaian 

pelayanan administrasi, serta tingkat kedisiplinan pegawai yang masih 

harus ditingkatkan. Apabila tidak cepat dibenahi, hal ini dapat 

mengakibatkan penyelesaian berkas yang cukup memakan waktu. 

Seperti pendapat Sinambela (2010:7) terkait dengan beberapa 

hal yang membuat kualitas pelayanan publik yang disediakan masih 

kurang memuaskan, hal tersebut menurut antara lain: 

1. Ketiadaan komitmen dari manajemen 

2. Ketiadaan pengetahuan dan kekurangpahaman tentang manajemen 

kualitas bagi aparatur yang bertugas melayani 

3. Ketidakmampuan aparatur mengubah kultur yang mempengaruhi 

kualitas manajemen pelayanan pelanggan 

4. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan belum dioptimalkan 

5. Ketidakmampuan membangun learning organization, learning by 

the individuals dalam organisasi 

6. Ketidaksesuaian antara struktur organisasi dengan kebutuhan 

7. Ketidakcukupan sumberdaya dan dana. 

Faktor penghambat berikutnya adalah faktor terbatasnya sarana 

dan prasarana. Dari hasil wawancara di lapangan didapatkan hasil 

bahwa Kelurahan Kumai Hilir terkendala dengan keterbatasan sarana 

dan prasarana dalam rangka melakukan pelayanan publik yang 

berkualitas. Seperti pendapat Moenir (2002:88) dalam bukunya yang 

berjudul "Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia", 
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salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan adalah faktor 

sarana dan prasarana. Sarana pelayanan yang dimaksud di sini adalah 

segala jenis pelayanan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang 

berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan 

pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan 

orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu. 

Adapun fungsi dari sarana dan prasarana pada pelayanan pulik 

antara lain: 

I. Mempercepat pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat 

menghemat waktu 

2. Meningkatkan produktivitas, baik barang maupun jasa 

3. Kualitas produk yang lebih baik 

4. Kecepatan susunan dan stabilitas terjamin 

5. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang 

yang berkepentingan 

6. Menimbulkan perasaan puas orang-orang yang berkepentingan 

sehingga dapat mengurangi sifat emosional mereka. 

Faktor penghambat lainnya adalah faktor tingkat kesadaran, 

dari basil wawancara di lapangan diketahui bahwa, baik petugas 

maupun warga Kelurahan Kumai Hilir masih memiliki kesadaran 

yang perlu ditingkatkan dalam melakukan pengurusan administrasi 

kependudukan. Warga akan melakukan pengurusan administrasi 

kependudukan apabila berkas tersebut diperlukan dalam 

pengurusan lainnya. 
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Faktor tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam 

pengurusan administrasi kependudukan juga bermuara dari tingkat 

kesadaran petugas dalam melakukan sosialisasi yang juga masih 

kurang, hal ini harus dibenahi. Faktor tingkat kesadaran merupakan 

salah satu faktor yang dapat menghambat pelayanan publik 

di Kelurahan Kumai Hilir. Hal ini senada dengan yang disampaikan 

Moenir (2002:88) dalam bukunya yang betjudul 

"Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia", bahwa salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi pelayanan adalah faktor kesadaran. 

Adanya kesadaran dapat membawa seseorang kepada keikhlasan 

dan kesungguhan dalam menjalankan atau melaksanakan suatu 

kehendak. Kehendak dalam lingkungan organisasi ketja tertuang 

dalam bentuk tugas, baik tertulis maupun tidak tertulis, 

mengikat semua orang dalam organisasi ketja. 

Tugas Akhir Program Mahasiswa (TAPM) 176 

16/41782.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



A. Kesimpulan 

BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Kumai Hilir 

yang belum berjalan optimal disebabkan oleh beberapa indikator 

kualitas pelayanan yang belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat 

dari 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan, antara lain: 

a. Responsiveness ( daya tanggap ), dari segi kecepatan, pelayanan yang 

diberikan masih lambat serta kurang tanggapnya petugas terhadap 

keluhan warga pengguna layanan. 

b. Assurance Gaminan), dari segi ketepatan pelayanan sudah cukup baik 

serta sikap ramah yang telah ditunjukkan oleh petugas dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

c. Tangibles (bukti langsung), dari segi ketersediaan sarana dan prasarana 

antara lain: ruang tunggu yang kurang dilengkapi dengan fasilitas meja 

dan kursi yang memadai, ketiadaan papan informasi, sedangkan dari 

segi kebersihan telah cukup baik. 

d. Empathy (empati), sikap petugas saat melayani sudah baik, 

sehingga memudahkan dalam proses pelayanan. 

e. Reliability (kehandalan), kemampuan petugas dalam memberikan 

pelayanan yang baik kepada masyarakat telah cukup baik, hanya saja 

dari segi disiplin harus terus dibenahi. 
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2. Adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambat peningkatan 

kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kel. Kumai Hilir adalah: 

a. Faktor Pendukung 

1) Faktor Kemampuan dan Keterampilan 

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa 

kemampuan petugas layanan telah cukup baik, hal ini juga ditunjang 

melalui keikutsertaan petugas dalam kegiatan diklat atau bimtek 

yang disesuaikan dengan tupoksinya masing-masing. 

2) Faktor Organisasi 

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa dalam 

pelaksanaan tugasnya, tiap seksi telah memiliki tugas pokok 

dan fungsinya masing-masing, dalam mendukung pelayanan secara 

umum kepada masyarakat. Ditambah lagi, Lurah selaku pimpinan 

secara rutin memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai 

agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 

b. Faktor Penghambat 

1) Keterbatasan Sumber Daya Man usia 

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa Kelurahan 

Kumai Hilir masih kekurangan jumlah petugas untuk membantu 

proses penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan, petugas 

terlihat masih kewalahan apabila pengguna layanan datang secara 

bersamaan untuk melakukan pengurusan. Apabila tidak cepat 

dibenahi, hal ini dapat mengakibatkan lambatnya penyelesaian 

berkas administrasi kependudukan. 
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2) Faktor Sarana dan Prasarana 

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa fasilitas 

penunjang kegiatan pelayanan yang sering dikeluhkan oleh warga 

antara lain tempat parkir yang tidak teduh, kursi rnang tunggu yang 

jumlahnya terbatas, serta ketiadaan papan informasi. Bukti fisik 

dalam kualitas pelayanan sangat penting dalam meningkatkan 

kepuasan konsumen atas pelayanan yang diterima. 

3) Tingkat Kesadaran 

Tingkat kesadaran akan arti pentingnya pelayanan publik dari 

petugas dan masyarakat barns terns dipupuk demi kelancaran proses 

tersebut. Kelurahan Kumai Hilir sebagai penyedia layanan Surat 

Pengantar Administrasi Kependudukan juga bernpaya meningkatkan 

kesadaran masyarakat pengguna layanan melalui kegiatan sosialisasi, 

baik secara formal maupun informal, namun dalam kapasitas yang 

masih terbatas, akibat dari terbatasnya anggaran. Hasil wawancara 

dan observasi menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih 

rendah tentang pentingnya kepemilikan surat-surat administrasi 

kependudukan seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, 

hal ini disebabkan kesadaran yang belum terpupuk akan 

pentingnya administrasi kependudukan. Kesadaran bersama antara 

petugas dan masyarakat akan pentingnya tertib administrasi 

kependudukan harns terns ditingkatkan agar proses pelayanan 

publik betjalan lancar. 
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B. Saran 

Mengacu pada kesimpulan basil penelitian di atas, berikut disampaikan 

beberapa saran atau rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan 

untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan 

di Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, 

antara lain: 

1. Faktor-faktor penghambat dalam pelayanan administrasi kependudukan, 

yaitu faktor keterbatasan sumber daya manusia diatasi melalui pengusulan 

penambahan jumlah personel kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 

Barat, faktor keterbatasan sarana dan prasarana dengan cara terns 

mengusulkan kepada pemerintah daerah agar fasilitas-fasilitas pelayanan 

di Kelurahan Kumai Hilir dapat lebih ditingkatkan, serta meningkatkan 

kesadaran petugas dan masyarakat melalui pembinaan dan sosialisasi 

yang berkesinambungan akan arti penting pelayanan dan pengurusan 

administrasi kependudukan. Sedangkan untuk faktor pendukung, 

diharapkan agar aparatur Kelurahan Kumai Hilir dapat terns 

mempertahankannya, bahkan kalau perlu ditingkatkan. 

2. Ketidakoptimalan pelayanan administrasi kependudukan dibenahi melalui 

perbaikan kineija aparatur, mulai dari mengidentifikasi sumber permasalahan, 

merumuskan dan melaksanakan rencana tindak lanjut dalam rangka 

perbaikan, serta melakukan evaluasi agar permasalahan dapat teratasi. 

Kepada pegawai yang bertugas dan perannya sebagai pelayan publik, 

agar dapat bekerja secara lebih baik, disiplin, dan profesional dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menggunakan pendekatan 

yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. 
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Lampiran 3. Pedoman Wawancara 

Pedoman Wawancara 

A. Macam Wawancara 

Menurut Moleong (2004: 186) wawancara adalah percakapan yang 

dilakukan dengan maksud tertentu oleh pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. Secara garis besar, Esterberg dalam Sugiyono 

(2008:319) mengemukakan beberapa macam wawancara, sebagai berikut: 

I. Wawancara terstruktur 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, 

hila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang 

akan diperoleh. Dalam hal ini, peneliti telah menyiapkan instrumen 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang altematif 

jawabannya pun telah dipersiapkan. Dalam wawancara terstruktur, 

pengumpulan data dapat dilakukan beberapa pewawancara sebagai 

pengumpul data, yang mana Guba dan Lincoln dalam Moleong (2004: 188) 

menyebutnya dengan istilah wawancara tim atau panel. 

Selain mempersiapkan instrumen sebagai pedoman wawancara, peneliti 

dalam wawancara terstruktur mempersiapkan dan menggunakan alat bantu 

seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lainnya yang dapat 

membantu pelaksanaan wawancara berjalan lancar. 
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2. Wawancara Semistruktur 

Sifat wawancara semistruktur lebih bebas jika dibandingkan 

wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak 

terwawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. 

3. Wawancara tak berstruktur 

Wawancara ini adalah wawancara bersifat bebas di mana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara 

yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan. Wawancara tak berstruktur yang disebut juga wawancara 

terbuka, digunakan dalam penelitian pendahuluan atau untuk penelitian 

yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti. Pada penelitian 

pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal 

tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek, 

sehingga peneliti dapat menemukan secara pasti permasalahan 

apa yang harus diteliti. Dalam wawancara tak berstruktur, 

peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, 

sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan 

oleh narasumber. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban 

dari nara sumber, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan 

berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan. 
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B. Langkah-Langkah dalam Wawancara 

Pengumpulan data dengan wawancara dalam penelitian kualitatif 

memiliki beberapa langkah-langkah, seperti yang dikemukakan oleh Lincoln 

dan Guba dalam Sugiyono (2008:219) yaitu: 

I. Menetapkan kepada siapa wawancara akan dilakukan 

2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi baban 

pembicaraan 

3. Mengawali atau membuka alur wawancara 

4. Melangsungkan alur wawancara 

5. Mengkonfirmasikan ikhtisar basil wawancara dan mengakhirinya 

6. Menuliskan basil wawancara ke dalam catatan lapangan 

7. Mengidentifikasi tidak lanjut basil wawancara yang telah diperoleh. 

C. Jenis Pertanyaan dalam Wawancara 

Salah satu hal yang pokok dalam mempersiapkan suatu wawancara 

adalab berkenaan dengan pertanyaan apa yang perlu ditanyakan kepada nara 

sumber. Patton dalam Moleong (2004: 192) mengemukakan enam jenis 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman atau perilaku 

Pertanyaan ini berkaitan dengan apa yang dibuat dan telah diperbuat 

seseorang. Pertanyaan demikian diajukan bertujuan untuk 

mendeskripsikan pengalaman, perilaku, tindakan, dan kegiatan yang dapat 

diamati pada waktu kebadiran pewawancara. 
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2. Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat atau nilai 

Pertanyaan jenis ini ditujukan untuk memahami proses kognitif 

dan interpretatif dari subjek. Jawaban terhadap pertanyaan ini memberikan 

gambaran kepada peneliti mengenai apa yang dipikirkan tentang dunia 

atau tentang suatu program khusus. Pertanyaan itu menceritakan tujuan, 

keinginan, harapan, dan nilai. 

3. Pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan 

Pertanyaan demikian ditujukan untuk dapat memahami respons 

emosional seseorang berhubungan dengan pengalaman dan pemikirannya. 

4. Pertanyaan tentang pengetahuan 

Pertanyaan tentang pengetahuan diajukan untuk memperoleh 

pengetahuan faktual yang dimiliki responden dengan asumsi bahwa suatu 

hal dipandang dapat diketahui. 

5. Pertanyaan yang berkaitan dengan indera 

Pertanyaan ini berkenaan dengan apa yang dilihat, didengar, 

diraba, dirasakan, dan dicium. Maksud pertanyaan ini adalah memberikan 

kesempatan kepada pewawancara untuk memasuki perangkat 

indera nara sumber. 

6. Pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang atau demografi 

Pertanyaan ini berusaha menemukan ciri-ciri pribadi orang yang 

diwawancarai. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu membantu 

pewawancara menemukan hubungan nara sumber dengan orang lain. 

Pertanyaan-pertanyaan baku berkaitan dengan usia, pendidikan, peketjaan, 

tempat tinggal atau mobilitas. 
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D. Mencatat Hasil Observasi dan Wawancara 

Peneliti Kualitatif mengandalkan observasi dan wawancara dalam 

pengumpulan data di lapangan. Pada waktu di lapangan peneiti membuat 

catatan yang segera setelah itu akan disusun menjadi sebuah catatan lapangan. 

Catatan yang dibuat di lapangan sangat berbeda dengan catatan lapangan. 

Catatan yang dibuat saat peneliti di lapangan dapat berupa coretan seperlunya 

yang sangat dipersingkat, yang berisi kata-kata kunci, frasa, pokok-pokok 

isi pembicaraan atau pengamatan, gambar, sketsa, diagram, dan lain-lain. 

Catatan itu berguna hanya sebagai alat perantara yaitu antara apa yang dilihat, 

didengar, dirasakan, dicium, dan diraba dengan catatan sebenamya dalam 

bentuk catatan lapangan. Catatan "sederhana" di lapangan diubah ke dalam 

catatan yang lengkap dan dinamakan catatan lapangan. Bogdan dan Biklen 

dalam Moleong (2004:209) mengemukakan bahwa catatan lapangan adalah 

catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan 

dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian 

kualitatif. Pada dasamya catatan lapangan berisi dua bagian yaitu: 

1. Bagian deskriptif yang berisi gambaran tentang latar pengamatan, 

orang, tindakan, dan pembicaraan 

2. Bagian reflektif yang berisi kerangka berpikir dan pendapat peneliti, 

gagasan, dan kepeduliannya. Proses pencatatan lapangan dilakukan setiap 

kali peneliti selesai mengadakan observasi atau wawancara 
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Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih 

kredibel/dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumen-dokumen yang 

kredibel yang dapat berupa dokumen pribadi seperti buku harian, 

surat pribadi, autobiorafi ataupun dokumen resmi berupa dokumen internal 

seperti memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat 

tertentu, laporan rapat, surat keputusan dan dokumen ekstemal yang berisi 

bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya 

majalah, buletin, dan berita media massa. 

Dalam melakukan penelitian yang mengambil judul 

"Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kumai 

Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat", 

penulis menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview). 

Pedoman wawancara ini sebagai upaya untuk menggali segala aspek 

informasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Pertanyaan yang diajukan berkembang sesuai dengan poin-poin telah disusun. 

1. Latar belakang pelaksanaan pelayanan: 

a. Dasar peraturan yang berlaku 

b. Kebijakan yang dilaksanakan. 

2. Kualitas pelayanan publik: 

a. Tingkat kedisiplinan pegawai 

b. Kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas 

c. Tanggapan pengguna layanan atas layanan yang diterima 

d. Indikator-indikator kualitas pelayanan publik 

e. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelayanan publik. 
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No. Indikator Pertanyaan yang dikembangkan 

1. Tangibles a. Apakah fasilitas operasional sesuai dengan kebutuhan 
dalam pelaksanaan tugas? 

b. Apakah fasilitas tersebut cukup mudah didapat dan 
dioperasionalkan serta dapat menghasilkan output yang 
berkualitas/bagus? 

c. Apakah infrastruktur pendukung selalu memenuhi 
standar kualitas dan memenuhi perubahan kebutuhan 
konsumen? 

2. Reliability a. Sejauhmana informasi yang diberikan kepada klien tepat 
dan dipertanggungjawabkan? 

b. Apakah klien segera mendapatkan perbaikan apabila teijadi 
kesalahan? 

3. Responsiveness a. Bagaimana respon provider jika ada klien yang komplain? 
b. Apakah provider segera memberi penyelesaian secara 

tepat? 

4. Competence a. Kesesuaian antara kemampuan petugas dengan 
fungsi/tugasnya. 

b. Apakah provider cukup tanggap untuk melayani klien? 
c. Apakah organisasi mengadakan pelatihan untuk 

meningkatkan kemampuan aparat sesuai dengan 
perkembangan/perubahan tugas? 

5. Courtesy a. Bagaimana sikap petugas dalam memberikan pelayanan 
kepada klien? 

b. Apakah petugas cukup ramah dan sopan? 
c. Apakah petugas membantu kesulitan pelanggan? 

6. Credibility a. Bagaimana reputasi kantor/lembaga tersebut? 
b. Apakah biaya yang dikeluarkan oleh klien sesuai dengan 

outputljasa yang diperoleh? 
c. Apakah petugas selalu ada saat jam keija? 

7. Security a. Apakah ada jaminan keamanan/keselamatan terhadap klien 
dalam mekanisme tersebut? 

8. Acces a. Bagaimana klien mendapatkan informasi? 
b. Apakah klien mudah menghubungi petugas untuk 

mendapatkan pelayanan? 
c. Apakah lokasi kantor tersebut mudah dijangkau semua 

klien? 
d. Apakah prosedur yang diterapkan sederhana? 
e. Apakah informasi untuk konsumen mudah dan jelas? 
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9. Communication a. Bagaimana petugas menjelaskan prosedur/mekanisme 
untuk mendapatkan pelayanan? 

b. Apakah k/ien segera bisa mendapatkan responjika terjadi 
kesalahan? 

c. Semua keluhan atau pengaduan akan dijawab dengan 
segera dan jika perlu keluhan atau pengaduan diberi 
follow up secara detail. 

d. Ketersediaanfoedback lewat radio (feedback interactive) 

10. Understanding the a. Apakah provider tanggap akan terhadap kebutuhan klien? 
Customer 

Sumber : Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) 
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Lampiran 4. Pedoman Telaah Dokumen dan Pedoman Observasi 

A. Pedoman Telaab Dokumen: 

1. Rujukan peraturan pusat, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pusat 

2. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat 

3. Dokumen Anggaran Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat 

Tahun 2013 (Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kumai Hilir 

adalah Kecamatan Kumai) 

4. Dokumentasi terkait pelayanan administrasi kependudukan. 

B. Pedoman Observasi: 

1. Sarana dan prasarana dalam pelayanan administrasi kependudukan 

2. Sikap aparatur terhadap pelayanan administrasi kependudukan 

3. Partisipasi masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan 

4. Kualitas pelayanan yang diberikan dan tingkat penerimaan masyarakat. 
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Lampiran 6. S.E. Mendagri No. 470/327/SJ 

Nomor 
Sifat 
Lampi ran 
Hal 

11ENTER1 DAlAM NEGERI 
REPUBUK INDONESIA 

: 47U/}27/SJ 
Sangat Segera 
1 ( satu) berkas 
Perubahan Kebijakan dalam • 
Penyelenggaraan Administrasi 
l(ependudukan 

Jakarta, 17 Januari 2014 

Kepada 
Yth. 1. Gubemur 

2. Bupati/Walikota 
di-

SELURUH INDONESIA 

SURATEDARAN 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 112 Tahun 2013 tentar.g Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 
Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK 
Se1=3ra Nasional, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan 
Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tersebut, maka terdapat beberapa 

perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan administrasi 
kependudukan yang perlu dipahami dan diimplementasikan oleh 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta perlu disosialisasikan kepada 
semua lapisan masyarakat. 

2. Perubahan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang 
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, antara 
lain: 
a. Masa Berlaku KTP-el 

Masa.berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi 
berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen 
data dalam KTP-el, antara lain perubahan status, perubahan nama, 
perubahan alamat, penambahan gelar, perubahan jenis kelamin, 
baik yang sudah diterbitkan maupun yang akan 
diterbitkan. 

b. Stclsel Aktif 

Dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, semula yang 
diwajibkan akqf adalah penduduk diubah menjadi, yang aktif 
adalah Pemerintah melalui Petugas dengan pola jemput 

bola atau pelayanan keliling. 
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e. Peneetakan Dokumen/Personalisasl KTP-el 
Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini 
dllaksanakan terpusat di Jakarta, pada tahun 2014 dan 
setenasnya diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sesuai dengan amanat Pasal 
8 ayat (1) huruf c Undang.-Undang Nomor 24 Tahun 2013. 

d. Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam 
Negeri 
Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber 
dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu­
satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua 
keperluan : alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan 
DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, 
pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan 
kriminal. 

e. Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya meleblhi 
Batas Waktu 1 (satu) Tahun 
Semula penerbitan Akta Kelahiran tersebut rnemerlukan penetapan 
Pengadllan Negeri, dlubah dengan Keputusan Kepala Olnas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal 
ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 
2013. 

f. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil 
Yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, 
diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili 
penduduk. Perubahan norma ini sangat memudahkan 
masyarakat, karena masyarakat tidak perlu mengurus akta-akta 
pencatatan sipil dl tempat terjadinya peristiwa, tetapi cukup 
mengurus di domisilinya saja. 

g. Pencatatan Kematian 
Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban 
penduduk, diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain 
untuk n1elaporkan setiap kematian warganya kepada 
Instansi Pelaksana. Pelaporan tersebut dilakukan secara 
berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/Kelurahan dan 
Kecaniatan. 

h. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak 
Dlpungut Biaya (Gratis) 
Larangan untuk tidak dipungut biaya (gratis), semula hanya untuk 
penerbitan KTP-el, diubah menjadi gratis untuk penerbitan semua 
dokumen kependudukan (KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta 
Perkawinan, Akta Kematian, Akta Percer3ian, Akta Pengakuan 
Anak, dan lain-lain). 
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I. Pendanaan 
Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan 
administrasi kependudukan, baik di provinsi maupun 
kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN dan dimulai pada APBN-P 
Tahun Anggaran 2014, dengan demikian berarti sebelum 
tersedia APBN-P ta!lun 2014, pendanaannya masih tetap 
menggunakan APBD. 
Perlu kami sampalkan bahwa penyediaan APBN-P tahun 2014 
untuk penyelenggaraan program dan keglatan administrasi 
kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota sedang dalam 
proses. 

j. Pengangkatan dan Pemberhentlan Pejabat Struktural 
pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan 

Untuk menlngkatkan efektivttas pelayanan administrasi 
kependudukan dan memaksimalkan pelaksanaan stelsel aktif bagi 
Pemerintah melalui Petugas dalam rangka pelayanan keliling, 
maka berdasarkan Pasal 83A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2013, pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Struktural pada 
unit kerja yang rnenangani administasi kependudukan diatur 
sebagai berikut : 

1) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani 
administrasi kependudukan di Provinsi, diangkat dan 
diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan 
Gubernur. 

2) Pejabat struktural pacta unit kerja yang menangani 
admlnistrasi kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan 
diberhentikan oieh Menteri Dalam Negeri atas usulan 
Bupati{Walikota melalui Gubemur. 

3) Penilaian klnerja Pejabat Struktural tersebut dilakukan secara 
periodlk oleh Menter.i Dalam Negeri. 

Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang proses 
pengangkatan dan pemberhentian tersebut sedang dalam proses. 

3. Perubahim utama yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 
Tahun 2013, antara lain adalah KTP Non Elektronik {KTP biasa), 
yang sebelumnya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2013, 
sebagalmana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 126 
Tahun 2012 diperpanjang masa berlakunya sampai dengan 
tanggal 31 Desember 2014 dengan Peraturan Presiden Nomor 112 
Tahun 2013. Pertimbangan utama perpanjangan masa berlaku KTP 
Non Elektronik tersebut adalah sebagai berikut : 
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a. Sampat akhlr tahun 2013, dari 191 juta Penduduk yang berpotensi 
memlliki KTP-el, masih terdapat sekitar 19 juta Penduduk yang 
belum memungkinkan untuk memperoleh KTP-el sampai akhir 

2013. 

b. Pelaksanaan pencetakan KTP-el pada tahun 2014 diserahkan 
kepada kabupaten/l<ota sebagaimana yang diarnanatkan dalam 

Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013, sedangkan 

anggaran untuk pencetakan KTP-el tersebut dibebankan pada 
APBN-P tahun 2014, yang diperkirakan baru akan tersedia pada 
pertengahan tahun 2014. 

c. Apabila masa berlaku KTP Non Elektronik tidak 
dlperpanjang, maka sejumlah sekitar 19 juta Penduduk tldak 
memiliki kartu identitas, karena di satu pihak KTP Non 
Elektronik tidak berlaku lag!, di pihak lain KTP-el belum 

dimungkinkan untuk didapatkannya. 

d. Berdasarkan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Pemilu Anggcta DPR, DPD dan DPRD, mengamanatkan 
Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (OPT) atau 

Daftar Pemilih Tambahan, dapat ikut memllih dengan 
rilenggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el atau KTP Non 
Elektronik) atau Paspor. Dengan adanya perpanjangan masa 

berlaku KTP Non Elektronik, juga dimaksudkan untuk 

mengantisipasi agar semua Warga Negara Indonesia yang 
berhak memilih bisa menggunakan hak pilihnya walaupun 
tldak tercantum dalam DPT. 

Copy Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden 
Nomor 112 Tahun 2013, terlampir. 

Demlkian disampaikan untuk dipedomani dan terima kasih. 

Tembusan Yth : 
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia; 
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia; 
4. Menteri PPN/Kepala Bappenas; 
5. Kepala BPKP; 
6. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 
7. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri; 
8. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri; 
9. Kepala Dinas Kependudukan Provinsi seluruh Indonesia; 
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. 

4 
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Lampiran 7. S.E. Mendagri No. 900/326/SJ 

... 

Nomor 

Sifat 
Lampl ran 
Hal 

MENTERI DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 

Jakarta, 17 Januarl 2014 

Kepada ')00/1526/SJ 
Sangat Segera Yth. 1. Gubernur 

Larangan Pungutan Uang 
dalam Memberikan Pelayanan 
Administrasi Kependudukan 

2. Bupati/Walikota 
di-

~UH INDONESIA 

SURATEDARAN 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administ'tlsl Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Penyelenggara Pemilu serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dengan ini diminta 

perhatian Saudara sebagai berikut : 

1. Berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, antara 
lain mengamanatkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, 

wewenang dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan 
Pemerintah Daeral' wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai 
ketentuan peraturon perundang-undangan. 

2. Berdasarkan kesepakatan Pemcrintah dengan Komisi Pemilihan Umum 

pada tanggal 28 Agustus 2012, antara lain disepakati bahwa apabila 

Pihak KPU memerlukan bantuan dan fasilitasi dari Pihak Pemerintah, 
maka KPU harus mengajukan permintaan tertulis kepada Pemerintah. 

3. KPU m~lalui surat Nomor :. 617/KPU/IX/2013 tanggal 6 September 

2013, tela!". meminta bantuan kepada Kementerian Dalam Negeri 
untuk menyandingk.an DP4 dengan DPSHP. 

4. Menteri Da!am Negeri melalui Surat Nomor : 270/12021/DUKCAPIL 

tanggal 6 November 2013, Hal Dukungan Kepada KPU 

Kal>upaten/Kota, telah meminta Pemerintah Daerah melalui Kepala 

Dinas Kependudui<an dan Pencatatan Sipil untuk membantu KPU 

Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan OPT terutama yang berkaitan dengan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK). Pada intinya, bagi data Pemilih dari OPT yang 

telah diyakini kebenarannya tetapi belum memiliki NIK agar dibantu 
penerbitan NIK-nya. · 
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5. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu kami ingatkan bahwa : 

a. NIK hanya dapat diberikan apabila data penduduk yang 
bersangkutan telah dlyaklnl kebenarannya dan dlproses sesual 
dengan proseclur. 

b. Dalam penerbitan NIK untuk semua keperluan termasuk untuk 

kebutuhan DPT, tidak dlperkenankan memungut biaya. 

6. Larangan pemungutan blaya telah dlpertegas dan diperluas melalul 

amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang melarang 

pemungutan biaya untuk semua pengurusan dan penerbitan Dokumen 

Kependudukan. Dengan demikian apabila masih ada pihak-pihak atau 

oknum yang masih memungut biaya dalam pelayanan administrasi 

kependudukan, berarti melanggar ketentuan Undang-Undang. 

7. Berkenaan dengan hal tersebut, kami minta kepada para 

Bupati/Wallkota untuk mengantlsipasi agar Unit Kerja yang 
menyelenggarakan administrasi kependudukan, dalam memberikan 

pelayanar. termasuk dalam membantu KPU Kabupaten/Kota 
menerbltkan NIK terhadap data OPT Pemilu 2014, tidak melakukan 
pemungutan/permintaan dana dari pihak KPU. 

Demikian disampalkan untuk dipedomanl dan terima kasih. 

Tembusan Yth : 
1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan); 
2. Bapak Wakll Preslden Repubnk Indonesia; 
3. Ketua DPR-RI; 
4. Ketua DPD-RI; 
5. Ketua Komisi II DPR-RI; 
6. Ketua Komite I DPD-RI; 
7. Ketua Badan Pemerlksa J<euangan Repub!ik Indonesia; 
8. Menter! Koordlnator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 
9. Jaksa Agung RI; 
10.Kepala BPKP; 
11.Ketua KPU; 
12. Ketua Bawaslu; 
13.Inspektur Jenderal Kementertan Dalam Negerl; 
14.Kepala Dinas Kependudukan Provinsi seluruh Indonesia; 
15. Kepala Din as Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 

seluruh Indonesia. 
16.Ketua KPU Provinsl seluruh Indonesia; 
17.Ketua KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesii:l 
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Lampiran 8. Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2010 

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR 1 T AHUN 2010 

TENTANG 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 
2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan serta dalam rangka pemberian perlindungan, 
pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa 
kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Kabupaten 
Kotawaringin Barat yangmana hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh 
pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk sehingga perlu 
diatur Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten 
Kotawaringin Barat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan. 

Mengingat I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang 
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3019); 

- 1 -
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Repub1ik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3474); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3050); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3258); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan 
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3730); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
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16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipi1; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten 
Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 
2008 Nomor 14); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH 

KABUPATEN KOTA W ARINGIN BARAT 

dan 

BUPA Tl KOT A W ARINGIN BARA T 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERA TURAN DAERAH TENT ANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN 
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

I. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat; 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat; 

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat; 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang 
selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

5. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggung 
jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi 
kependudukan; 

6. UPTD lnstansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang 
melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan 
akta; 
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7. Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disingkat KUAKec adalah 
satuan ketja pada Kantor Departemen Agama Kabupaten yang melaksanakan 
pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk 
yang beragama Islam; 

8. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa 
penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

9. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung 
jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa 
penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/ kelurahan; 

10. Kecamatan adalah wilayah ketja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten; 

11. Kelurahan adalah wilayah ketja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten 
dalam wilayah ketja Kecamatan; 

12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat; 

13. Rukun Tetangga dan Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RT dan RW 
adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina 
oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-ni1ai kehidupan 
masyarakat Indonesia yang bedasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan 
serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, 
pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan/ desa; 

14. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 
penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui 
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi 
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 
pembangunan sektor lain; 

15. Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat, yang selanjutnya disebut Penduduk 
adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di 
Kabupaten Kotawaringin Barat; 

16. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang­
orang ban gsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga 
Negara Indonesia; 

17. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia; 

18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi 
pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang 
dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 

19. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang 
terstruktur sebagai basil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan 
sipil; 

20. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas 
pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan 
administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa 
kartu identitas atau surat keterangan kependudukan; 
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21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus 
dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu 
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan 
lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas 
menjadi tinggal tetap; 

22. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor 
identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada 
seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia; 

23. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga 
yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta 
identitas anggota keluarga; 

24. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi 
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang 
berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh 
seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana; 

26. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan 
pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 
keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamatan budi luhur yang ajarannya 
bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia; 

27. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang selanjutnya 
disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan 
meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 

28. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan 
Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh 
Pemuka Penghayat Kepercayaan; 

29. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi 
kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, 
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status 
kewarganegaraan. 

30. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat 
SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu 
kesatuan; 

31. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan 
dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya; 

32. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh 
Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik 
dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain 
Dokumen Kependudukan; 

33. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing 
untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka 
waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 
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34. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing 
untuk tinggal rnenetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

35. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan 
yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan 
menggunakan perangkat lunak, perangkat kerns dan jaringan komunikasi data; 

36. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab 
dalarn urusan pemerintahan dalam negeri kepada petugas yang ada pada 
Penyelenggara dan Instansi pelaksana untuk dapat mengakses database 
kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan; 

3 7. Pengguna Data Pribadi Kependudukan adalah instansi pemerintah dan swasta 
yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya; 

38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh 
undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan 
Daerah; 

39. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

BABII 

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK 

Pasal2 

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : 

a. dokumen kependudukan; 

b. pelayanan yang sarna dalarn pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 

c. perlindungan atas data pribadi; 

d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; 

e. informasi mengenai data basil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas 
dirinya dan/ atau keluarga; dan 

f. ganti rugi dan pemulian nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi 
Pelaksana. 

Pasal3 

(1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa 
penting yang dialarninya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi 
persyaratan yang diperlukan dalarn pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

(2) Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Tinggal Terbatas (SKIT), 
Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Surat Keterangan Pindah 
Datang (SKPD) wajib dibawa oleh penduduk pemegang dokumen yang 
bersangkutan setiap saat meninggalkan rumah. 
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BAB III 

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal4 

Urusan administrasi kependudukan di daerah diselenggarakan oleh Pemerintah 
Kabupaten dengan pelaksanaan pelayanan administrasi yang mengutamakan 
pelayanan prima yaitu sederhana, singkat dan jelas biayanya. 

Bagian Kedua 

Pemerintah Kabupaten 

Pasal5 

Pemerintah Kabupaten mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam 
menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan Bupati 
dengan kewenangan meliputi : 

a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; 

b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang 
administrasi kependudukan; 

c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; 

e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi 
kependudukan; 

f. penugasan desa untuk menyelenggarakan sebagian administrasi 
kependudukan; 

g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah; 

h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan. 

Bagian Ketiga 

Instansi Pelaksana 

Pasal6 

Instansi Pelaksana di daerah adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Kotawaringin Barat. 
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Pasal7 

(I) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan 
kewajiban yang meliputi : 

a. mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting; 

b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap 
penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; 

c. menerbitkan dokumen kependudukan; 

d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 

e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan 
dan peristiwa penting; dan 

f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan 
oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan 
sipil. 

(2) Dikecualikan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 
adalah pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama 
Islam pada tingkat kecamatan karena dilakukan oleh pegawai pencatat pada 
KUAKec. 

(3) Pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD 
Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. 

( 4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (I) untuk persyaratan dan tata 
cara pencatatan peristiwa penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui 
sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi 
penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

Pasal8 

Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan 
kewenangan yang meliputi : 

a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan 
dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk; 

b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas 
dasar putusan atau penetapan pengadilan; 

c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa 
penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada 
lembaga peradilan; dan 

d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk 
dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan. 

Pasal9 

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dalam melaksanakan 
ketentuan mengenai administrasi kependudukan, lnstansi Pelaksana berwenang : 

a. melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten dan 
Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk 
bagi penduduk yang beragama Islam yang dilakukan oleh KUAKec; 
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b. melakukan supervisi bersama dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten 
dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dalam rangka pembangunan database kependudukan. 

PasallO 

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai administrasi kependudukan, Instansi 
Pelaksana mempunyai tugas : 

a. menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen kependudukan dan formulir 
untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan; 

b. meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD 
Instansi Pelaksana yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil; 

c. melakukan pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap pelaksanaan 
tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD Instansi Pelaksana; 

d. melakukan pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap penugasan 
kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f. 

Pasalll 

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas mengenai administrasi kependudukan, 
Instansi Pelaksana : 

a. melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten dalam 
memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada 
instansi vertikal dan UPTD Instansi Pelaksana; 

b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait kabupaten dalam penertiban 
pelayanan administrasi kependudukan; 

c. meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik 
Indonesia di luar negeri melalui Bupati; dan 

d. melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait. 

Bagian Keempat 

UPTD Instansi Pelaksana 

Pasal12 

(I) Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana diprioritaskan pada kecamatan yang : 

a. kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum dan sangat 
terbatas akses pelayanan publik; dan/ atau 

b. memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat. 

(2) UPTD Instansi Pelaksana dibentuk dengan Peraturan Daerah. 

Pasall3 

Wilayah keija UPTD Instansi Pelaksana dapat meliputi 1 (satu) kecamatan atau 
lebih yang secara geografis berdekatan. 
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Pasal14 

(I) UPTD Instansi Pelak:sana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Instansi Pelak:sana. 

(2) UPTD Instansi Pelak:sana mempunyai tugas melakukan pelayanan pencatatan 
sipil, yang meliputi : 

a. kelahiran; 

b. kematian; 

c. lahirmati; 

d. perkawinan; 

e. perceraian; 

f. pengakuan anak; 

g. pengesahan anak:; 

h. pengangkatan anak:; 

1. perubahan nama; 

j. perubahan status kewarganegaraan; 

k. pembatalan perkawinan; 

I. pembatalan perceraian; dan 

m. peristiwa penting lainnya. 

(3) Pelak:sanaan tugas pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam hal UPTD Instansi Pelak:sanaan belum dapat dibentuk mak:a pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh TPDK 
(Tempat Perekaman Data Kependudukan). 

Bagian Kelima 

Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi 

PasallS 

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melak:ukan verifikasi kebenaran 
data, melak:ukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam 
register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan 
membuat catatan pinggir pada ak:ta-ak:ta Pencatatan Sipil. 

Pasall6 

Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelak:sana 
dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 
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PENDAFTARANPENDUDUK 

Bagian Kesatu 

Nomor Induk Kependudukan (NIK) 

Pasal17 

(I) Setiap penduduk wajib memiliki NIK. 

UNIVERSITAS TERBUI<A 

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berlaku seumur hidup dan 
selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi 
Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. 

(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dicantumkan dalam setiap dokumen 
kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi 
(SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak 
Atas Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya. 

(4) Persyaratan, tatacara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya 
serta pencantuman NIK berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 

Bagian Kedua 

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan 

Paragrafl 

Perubaban Alamat 

Pasall8 

(I) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib 
menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk. 

(2) Persyaratan dan tatacara penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk 
berpedoman pada Peraturan Menteri. 

Paragraf2 

Pindab Datang Penduduk 

dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Pasal19 

(I) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke daerah lain wajib melapor 
kepada Instansi Peiaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah. 

(2} Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah berdomisilinya Penduduk 
di alamat yang barn untuk waktu lebih dari I (satu) tahun atau berdasarkan 
kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari I (satu) tahun. 
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Pasal20 

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang datang ke daerah wajib melapor 
kepada lnstansi Pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari 
daerah asal agar dapat diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang. 

(2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi 
Penduduk Warga Negara Indonesia yang bersangkutan. 

(3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang datang ke daerah dan tidak dapat 
menunjukkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal, hanya dapat diberikan 
Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) yang berlaku selama 6 (enam) 
bulan. 

Pasal21 

lnstansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk 
Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi. 

Pasal22 

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang 
memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah ke daerah lain wajib melaporkan 
rencana kepindahannya kepada lnstansi Pelaksana. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lnstansi Pelaksana 
mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang. 

Pasal23 

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang 
memiliki Izin Tinggal Tetap yang datang ke daerah wajib melaporkan 
kedatangan kepada lnstansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 
diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal. 

(2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP atau Surat 
Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan. 

Paragraf3 
Pindah Datang Antarnegara 

Pasal24 

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib 
melaporkan rencana kepindahannya kepada lnstansi Pelaksana. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), lnstansi Pelaksana 
mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri. 

Pasal25 

(1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan 
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kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari 
sejak tanggal kedatangan. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Instansi Pelaksana 
mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai 
dasar penerbitan KK dan KTP. 

Bagian Ketiga 

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan 

Pasal26 

(I) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi 
kependudukan yang meliputi : 

a. penduduk korban bencana alam; 

b. penduduk korban bencana sosial; 

c. orang terlantar; 

d. komunitas terpencil. 

(2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) hurufa dan hurufb dapat dilakukan di ternpat sementara. 

(3) Hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 
sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk 
rentan administrasi kependudukan. 

( 4) Persyaratan dan tatacara pendataan penduduk rentan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) berpedoman pada Peraturan Presiden. 

Bagian Keempat 

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri 

Pasal27 

(I) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap 
peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh 
Instansi Pelaksana atau merninta bantuan kepada orang lain. 

(2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
berpedoman pada Peraturan Presiden. 
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PEN CAT AT AN SIPIL 

Bagian Kesatu 

Pencatatan Kelahiran 

Paragraf 1 

Pencatatan Kelahiran di daerah, 

UNIVERSITAS TERBUKA 

di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang 

Pasal28 

(1) Setiap kelahiran di daerah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi 
Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. 

(2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat 
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan 
Kutipan Ak:ta Kelahiran. 

(3) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak dikenakan biaya. 

Pasa129 

(I) Pencatatan Kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan Penerbitan Kutipan 
Ak:ta Kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan 
orang tuanya, didasarkan pada pelaporan orang yang menemukan dilengkapi 
Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian. 

(2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh 
Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Peiaksana. 

Pasal30 

(1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang telah dicatat oleh instansi yang berwenang di negara setempat 
dan/ atau Perwakilan Republik Indonesia, maka pencatatan kelahiran tersebut 
wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 
(tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke 
daerah dengan membawa kutipan akta kelahiran. 

(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam 
database kependudukan dan diterbitkan Ianda bukti pelaporan kelahiran di 
luar negeri. 
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Pasal31 

(1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang 
dengan tujuan/ singgah ke daerah wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana 
berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat 
terbang. 

(2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah kapal taut atau pesawat terbang 
berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berlaku 
kententuan yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 30. 

Pasal32 

Persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 
28, 29, 30 dan 31 berpedoman pada Peraturan Presiden. 

Paragraf2 

Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu 

Pasal33 

(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang 
melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan I (satu) tahun 
sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan 
persetujuan Kepala Instansi Pelaksana. 

(2) Pencatatan kelahiran yang melampuai batas waktu I (satu) tahun sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I ), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan 
Negeri. 

(3) Persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Presiden. 

Bagian Kedua 

Pencatatan Lahir Mati 

Pasal34 

(1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati, untuk diterbitkan Surat 
Keterangan Lahir Mati. 

(2) Persyaratan dan tatacara pencatatan lahir mati berpedoman pada Peraturan 
Presiden. 
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Pencatatan Perkawinan 

Pasal35 
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(1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang dilakukan di daerah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi 
Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tangga1 perkawinan. 

(2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat 
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan 
Kutipan Akta Perkawinan. 

(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing 
diberikan kepada suami dan isteri. 

(4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (l) yaitu khusus bagi penduduk yang 
beragama Islam pelaporan perkawinan disampaikan kepada KUAKec. 

(5) Hasil pencatatan data perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang 
disampaikan oleh KUAKec kepada Instansi Pelaksana tidak memerlukan 
penerbitan kutipan akta pencatatan sipil. 

( 6) Pada tingkat Kecamatan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana. 

Pasal36 

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal35 berlaku pula bagi: 

a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan 

b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di daerah atas permintaan 
Warga Negara Asing yang bersangkutan. 

Pasal37 

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta Perkawinan, pencatatan 
perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. 

Pasal38 

(1) Penduduk yang berstatus Warga Negara Indonesia yang melakukan 
perkawinan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah 
dicatat oleh instansi yang berwenang di negara setempat dan! atau Perwakilan 
Republik Indonesia, maka pencatatan perkawinan tersebut wajib dilaporkan 
penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan kembali ke daerah dengan 
membawa Kutipan Akta Perkawinan. 

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direkam dalam 
database kependudukan dan diterbitkan Ianda bukti pe/aporan perkawinan di 
luar negeri. 
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Pasal39 

Persyaratan dan tatacara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal35, 36, 37 dan 38 berpedoman pada Peraturan Presiden 

Bagian Keempat 

Pencatatan Pembatalan Perkawinan 

Pasal40 

(I) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami 
pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan 
Akta Perkawinan dari kepemi1ikan subyek akta dan mengeluarkan Surat 
Keterangan Pembatalan Perkawinan. 

(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembata1an perkawinan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Presiden. 

Bagian Kelima 

Pencatatan Perceraian 

Pasal41 

(1) Perceraian wajib di1aporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana 
paling 1ambat 40 (empat puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang 
perceraian yang telah mempero1eh kekuatan hukum tetap. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penacatatan 
Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta 
Perceraian. 

Pasal42 

(1) Penduduk yang berstatus Warga Negara Indonesia yang me1akukan Perceraian 
di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan te1ah dicatat oleh 
instansi yang berwenang di negara setempat dan/ atau Perwakilan Republik 
Indonesia, maka pencatatan perceraian tersebut wajib dilaporkan penduduk 
yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling 1ambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak penduduk yang bersangkutan kembali ke daerah dengan membawa 
Kutipan Akta Perceraian. 

(2) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam pada 
database kependudukan dan diterbitkan Ianda bukti pe/aporan perceraian di 
luar negeri. 
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Pasal43 

Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 
41 dan 42 berpedoman pada Peraturan Presiden. 

Bagian Keenam 

Pembatalan Perceraian 

Pasal44 

(1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada 
Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan 
pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana 
mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan 
mengeluarkan Surat Ketarangan Pembatalan Perceraian. 

(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dan (2) berpedoman pada Peraturan Presiden. 

Bagian Ketujuh 

Pencatatan Kematian 

Pasal45 

(I) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada 
Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. 

(2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat 
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan 
Kutipan Aleta Kematian. 

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang. 

(4) alam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati 
tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil 
baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri. 

(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi 
Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari 
kepolisian. 

Pasal46 

Persyaratan dan tatacara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 
45 dan pencatatan kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berpedoman pada Peraturan Presiden. 
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Bagian Kedelapan 

Pencatatan Pengangkatan Anak, 

Pengakuan Anak dan Pengesaban Anak 

Paragraf 1 

Pencatatan Pengangkatan Anak 

Pasal47 

(I) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan 
di tempat tinggal pemohon. 

(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk. 

(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat 
Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan 
Kutipan Akta Kelahiran. 

Pasal48 

(1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh Warga Negara 
Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah 
dicatat oleh instansi yang berwenang di negara setempat dan/ atau Perwakilan 
Republik Indonesia, maka wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi 
Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali 
ke daerah. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana 
mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak. 

Pasal49 

Persyaratan dan tatacara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud 
dalam pasal47 dan 48 berpedoman pada Peraturan Presiden. 

Paragraf2 

Pencatatan Pengakuan Anak 

Pasal50 

(I) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh 
ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. 

(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dikecualikan bagi 
orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di 
luar hubungan perkawinan yang sah. 
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(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Pejabat 
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan 
menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak. 

Pasal51 

Persyaratan dan tatacara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 50 berpedoman pada Peraturan Presiden. 

Paragraf 3 

Pencatatan Pengesahan Anak 

Pasal52 

(I) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi 
Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang 
bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. 

(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dikecualikan bagi 
orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di 
luar hubungan perkawinan yang sah. 

(3) Berdasarkan pelaporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (l), 
Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada akta Kelahiran. 

Pasal53 

Persyaratan dan tatacara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 52 berpedoman pada Peraturan Presiden. 

Bagian Kesembilan 

Pencatatan Perubahan Nama dan 

Perubahan Status Kewarganegaraan 

Paragrafl 

Pencatatan Perubahan Nama 

Pasal54 

( l) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan 
Negeri tempat pemohon. 

(2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (I) wajib dilaporkan oleh 
penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 
diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk. 

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan 
Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan 
Akta Pencatatan Sipil. 
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Pasal55 

Persyaratan dan tatacara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 54 berpedoman pada Peraturan Presiden. 

Paragraf2 

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan 

Pasal56 

(1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga 
Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada 
lnstansi Pelaksana paling lambat 30 (riga puluh) hari sejak Berita Acara 
Pengucapan Sumpah atau Pemyataan Janji Setia oleh Pejabat. 

(2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Pejabat 
Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil 
dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. 

Pasal57 

Persyaratan dan tatacara pencatatan perubahan status kewarganegaraan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dan pelepasan kewarganegaraan Indonesia 
berpedoman pada Peraturan Presiden. 

Bagian Kesepuluh 

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya 

Pasal58 

( 1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil 
atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan 
pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan 
pengadilan. 

(3) Persyaratan dan tatacara pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dan (2) berpedoman pada Peraturan Presiden. 

Bagian Kesebelas 

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri 

Pasal59 

(I) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap 
peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi 
Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain. 

(2) Persyaratan dan tatacara pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berpedoman pada Peraturan Presiden. 
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BABVI 

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN 

Bagian Kesatu 

Data Kependudukan 

Pasal60 

(I) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/ atau data agregat 
penduduk. 

(2) Data perseorangan meliputi : 

a. nomorKK; 

b. NIK; 

c. nama lengkap: 

d. jenis kelamin; 

e. tempat lahir; 

f tanggallbulan/tahun lahir; 

g. golongan darah: 

h. agama/kepercayaan; 

l. status perkawinan; 

j. status hubungan dalam keluarga; 

k. cacat tisik dan/atau mental; 

I. pendidikan terakhir: 

m. jenis peketjaan; 

n. NIK ibu kandung; 

o. nama ibu kandung; 

p. NIKayah; 

q. nama ayah: 

r. alamat sebelumnya; 

s. alamat sekarang: 

t. kepemilikan akta kelahiranlsurat kenallahir; 

u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenallahir; 

v. kepemilikan akta perkawinanlbuku nikah; 

w. nomor akta perkawinanlbuku nikah; 

x. tanggal perkawinan; 

y. kepemilikan akta perceraian: 

z. nomor akta perceraian/surat cerai; 

aa. tanggal perceraian. 
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(3) Data agregat meiiputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif 
dan data kuaiitatif. 

Bagian Kedua 

Dokumen Kependudukan 

Paragrafl 

Umum 

Pasai61 

(I) Dokumen kependudukan meiiputi: 

a. Biodata penduduk; 

b. KK; 

c. KTP; 

d. Sumt Ketemngan Kependudukan; dan 

e. Akta Pencatatan Sipil. 

(2) Sumt ketemngan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d 
meiiputi: 

a. Sumt Ketemngan Pindah; 

b. Sumt Ketemngan Pindah Datang; 

c. Sumt Keterangan Pindah Ke Luar Negeri; 

d. Sumt Ketemngan Datang Dari Luar Negeri; 

e. Sumt Keterangan Identitas Penduduk; 

f. Sumt Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementam; 

g. Sumt Ketemngan Tinggai Sementam; 

h. Sumt Ketemngan Tempat Tinggai; 

i. Sumt Keterangan Keiahiran; 

j. Sumt Ketemngan Lahir Mati; 

k. Sumt Ketemngan Pembataian Perkawinan; 

I. Sumt Keterangan Pembataian Percemian; 

m. Sumt Ketemngan Kematian; 

n. Sumt Ketemngan Pengangkatan Anak; 

o. Sumt Keterangan Peiepasan Kewarganegaraan Indonesia; 

p. Sumt Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan 

q. Sumt Keterangan Pencatatan Sipil. 

(3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Sumt Keterangan Pindah Penduduk Warga 
Negam Indonesia antarkabupaten/ kota daiam satu provinsi dan antarprovinsi 
daiam Wiiayah Negam Kesatuan Repubiik Indonesia, Sumt Keterangan Pindah 
Datang Penduduk Warga Negam Indonesia antarkabupaten/kota daiam satu 
provinsi dan antarprovinsi daiam wiiayah Negam Kesatuan Republik 
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Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke 
Luar Negeri. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri. Surat Keterangan 
Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan 
Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang 
Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan 
Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat 
Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh 
Kepala Instansi Pelaksana. 

(4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antarkecamatan 
di daerah, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia 
antarkecamatan di daerah, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat 
atas nama Kepala Instansi Pelaksana. 

(5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam 
satu desa/ kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga 
Negara Indonesia antardesa! kelurahan dalam satu kecamatan, Surat 
Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir 
Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk 
Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala 
Desai Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana. 

Paragraf2 

Biodata Penduduk 

Pasal62 

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan 
tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data 
sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami. 

Paragraf3 

Kartu Keluarga (KK) 

Pasal63 

(I) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala 
keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, 
tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status 
hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang 
tua. 

(2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (I) bagi 
Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, 
tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan 

(3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berlaku untuk selamanya, 
kecuali terjadi perubahan kepala keluarga. 

(4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Kepala Instansi Pelaksana kepada penduduk 
Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap. 
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(5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sa1ah satu dasar penerbitan 
KTP. 

Pasal64 

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin 
Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK. 

(2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada lnstansi 
Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan. 

(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lnstansi 
Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK. 

Paragraf4 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

Pasai6S 

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tetap 
yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin 
wajib memiliki KTP. 

(2) Orang Asing yang mengikuti status orangtuanya yang memiliki Izin Tinggal 
Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP. 

(3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional. 

(4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda 
Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak 
masa berlakunya telah berakhir. 

(5) Penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk wajib membawa pada 
saat bepergian. 

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya 
diperbolehkan memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk. 

Pasal66 

(1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, 
tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, 
golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, 
tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta 
memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya. 

(2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk 
yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap 
dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. 

(3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk 
memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting. 

(4) Masa berlaku KTP : 

a. untuk penduduk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun; 
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b. untuk penduduk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa 
berlaku Izin Tinggal Tetap. 

(5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku 
seumur hidup. 

Paragraf5 

Surat Keterangan Kependudukan 

Pasal67 

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama 
lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa 
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang. 

Paragraf6 

Akta Pencatatan Sipil 

Pasal68 

(1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: 

a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan 

b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. 

(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya. 

Pasal69 

(1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting. 

(2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUAKec diintegrasikan ke dalam 
database kependudukan dan tidak diterbitkan akta pencatatan sipil. 

(3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana. 

( 4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat : 

a. Jenis peristiwa penting; 

b. NIK dan status kewarganegaraan; 

c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting; 

d. Nama dan identitas pelapor; 

e. Tempat dan tanggal peristiwa; 

f. Nama dan identitas saksi; 

g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan 

h. Nama dan tandatangan Pejabat yang berwenang. 

Pasal70 

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta 

a. Kelahiran; 
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b. Kematian; 

c. Perkawinan; 

d. Perceraian; dan 

e. Pengakuan anak. 

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat : 

a. Jenis peristiwa penting; 

b. NIK dan status kewarganegaraan; 

c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting; 

d. Tempat dan tanggal peristiwa; 

e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; 

f. Nama dan tandatangan Pejabat yang berwenang; 

g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam 
Register Akta Pencatatan Sipil. 

Paragraf7 

Jangka Waktu Penerbitan Dokumen Kependudukan 

dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil 

Pasal71 

(I) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung 
jawabnya, wajib menerbitkan dokumen kependudukan : 

a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari: 

b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari; 

c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari; 

d. Surat Kerangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) 
hari; 

e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) 
hari; 

f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin 
Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari; 

g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari; 

h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari; 

i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari; 

j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; 
a tau 

k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; 
sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan. 

(2) Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan 
menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan. 
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Paragraf8 

Pembetulan KTP dan Akta Pencatatan Sipil 

Pasal72 

(I) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis 
redaksional. 

(2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan dengan 
atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP. 

(3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan oleh 
Instansi Pelaksana. 

Pasal73 

(I) Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami 
kesalahan tulis redaksional. 

(2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek 
akta. 

(3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. 

Pasal74 

Persyaratan dan tatacara pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 73 berpedoman pada Peraturan Presiden. 

Paragraf 9 

Pembatalan Akta Pencatatan Sipil 

Pasal75 

(1) Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada 
Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan 
dari kepemilikan subyek akta. 

Pasal 76 

Dalam hal wilayah hukum pengadilan yang memutus pembatalan akta berbeda, 
maka salinan keputusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana oleh 
pemohon atau pengadilan. 
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Pasal77 

Persyaratan dan tatacara pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 75 dan 76 berpedoman pada Peraturan Presiden. 

Paragraf 10 

Spesifikasi dan Formulasi Kalimat 

Pasal78 

Spesifikasi dan formulasi kalimat dalam biodata penduduk, blangko KK, KTP, 
Surat Keterangan Kependudukan, register dan kutipan akta pencatatan sipil 
berpedoman pada Peraturan Presiden. 

BAB VII 

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL 

SAA T NEGARA DALAM KEADAAN DARURA T DAN LUAR BIASA 

Pasal79 

(I) Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil saat negara dalam keadaan darurat 
dilakukan oleh otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu. 

(2) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif mendata 
ulang dengan melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

Pasal 80 

(1) Dalam hal teijadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi 
Pelaksana wajib melakukan pendaftaran penduduk bagi pengungsi dan korban 
bencana a1am. 

(2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas 
atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). 

(3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan 
Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk 
penerbitan dokumen kependudukan. 

(4) Persyaratan dan tatacara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda 
Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri. 
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BAB VIII 

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) 

Pengelolaan SIAK bertujuan : 

Bagian Kesatu 

Tujuan SIAK 

Pasal81 

a. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 

b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan 
mudah diakses; 

c. mewujudkan pertukaran data secara sistematik melalui sistem pengenal tunggal 
dengan tetap menjamin kerahasiaan. 

Bagian Kedua 

Unsur SIAK 

Pasa182 

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur : 

a. database; 

b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi; 

c. sumber daya manusia; 

d. pemegang hak akses; 

e. lokasi database; 

f. pengelolaan database; 

g. pemeliharaan database; 

h. pengamanan database; 

i. pengawasan database; 

j. data cadangan (back up data/ disaster recovery centre). 

Bagian Ketiga 

Pembiayaan 

Pasal83 

(1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan SIAK sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya. 
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(3) Pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK. dari 
kecamatan ke kabupaten dan dari kabupaten ke provinsi merupakan beban 
Pemerintah Kabupaten. 

BABIX 

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK 

Pasal84 

(1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat: 

a. NomorKK; 

b. NIK; 

c. Tanggal I bulan I tahun lahir; 

d. Keterangan tentang kecacatan fisik I atau mental; 

e. NIK ibu kandung; 

f NIK ayah; dan 

g. Beberapa isi catatan peristiwa penting. 

(2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga 
kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara di daerah 
(Pemerintah Kabupaten) dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BABX 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal85 

( 1) Setiap Penduduk dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda 
administratif apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa 
Kependudukan dan Peristiwa Penting dengan ketentuan : 

a. Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu 
juta rupiah); dan 

b. Penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). 

(2} Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja 
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan 
dalam batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang/ Peraturan Daerah 
ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh 
juta rupiah). 

(3) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus 
memperhatikan penetapan denda administratif yang diatur dalam Peraturan 
Presiden. 
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Pasal86 

(1) Setiap Penduduk yang berpergian tidak: membawa KTP dapat dikenakan denda 
administratif paling banyak Rp.50.000,00 (lima pu1uh ribu rupiah). 

(2) Setiap Orang Asing yang memi1iki Izin Tingga1 Terbatas yang berpergian tidak 
membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif dapat 
dikenakan denda administratif paling banyak Rp.1 00.000,00 (seratus ribu 
rupiah). 

Pasal87 

Dalam hal penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 
85 ayat (I) huruf a dan orang asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (I) 
huruf b tidak bersedia membayar denda administratif yang telah ditetapkan, 
Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pencabutan dan/ atau pembatalan akta 
pencatatan sipil dan dokumen kependudukan yang bersangkutan. 

BABXI 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal88 

( 1) Setiap orang diancam pidana denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh 
juta rupiah) atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan apabila: 

a. dengan sengaja memalsukan surat dan/ atau dokumen kepada Instansi 
Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan/ atau peristiwa 
penting; 

b. tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi 
elemen data pada dokumen kependudukan; 

c. tanpa hak mengakses database kependudukan; 

d. tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/ atau mendistribusikan blangko 
dokumen kependudukan; 

e. dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota 
keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk 
lebih dari satu. 

(2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan kepada 
pejabat dan petugas yang melakukan tindak: pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hurufa dan/ atau b. 

(3) Tindak: pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah 
pelanggaran. 

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan penerimaan 
daerah yang wajib disetorkan ke Kas Daerah. 
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BABXII 
PENYIDIKAN 

Pasal89 

UNIVERSITAS TERBUKA 

(1) Se1ain Pejabat Penyidik Kepo1isian Negara Republik Indonesia, Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang 
Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana. 

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dalam 
melaksanakan tugas penyidikan betwenang untuk: 

a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang 
adanya dugaan tindak pi dana Administrasi Kependudukan; 

b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana 
administrasi kependudukan: 

c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan 
sebagaimana dimaksud pada hurufb; dan 

d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. 

(3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta 
mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

BABXIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal90 

(1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada 
saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut 
Peraturan Daerah ini. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikecualikan untuk KK dan 
KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP 
yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 

BABXIV 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal91 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan 
yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Daerah ini. 
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UNIVERSITAS TERBUKA 

Pasal92 

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kependudukan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2002 Nomor 2 Seri D) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal93 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Diundangkan di Pangkalan Bun 

pada tanggal 17 April2010 

SEKRET ARIS DAERAH 

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

Cap/ttd. 

Drs. A. RIDUANSY AH H, M.Si 

NIP. 19551010 197901 1 004 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 

pada tanggal 17 April2010 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

Cap/ttd. 

Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST,M.Si 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2010 NOMOR 1. 
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